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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas 

berkah dan rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dapat diselesaikan. 

Rencana Kerja Tahun 2020 ini menyusun rencana program dan 

kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran 

yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara konsisten 

diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih baik dan berdaya guna, 

bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak 

dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan 

publik. 

Akhirnya, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dapat 

menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan dalam rangka 

menyelesaikan permasalahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan 

khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

dimasa yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) 

merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem 

perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 

tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini 

keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen 

perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling 

bersinergi. 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 

ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen 

perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana 

Kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen 

perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah 

(Renstra OPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

(Renja OPD), serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyusun 

Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun. Renja OPD merupakan 

dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini 

juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan 
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pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategis yang 

akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian 

kinerja yang diinginkan pada tahun tersebut. 

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari 

pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam 

dokumen  Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023. 

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman 

pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Pemerintah Provinsi. 

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa 

penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja 

OPD adalah dokumen yang penting dalam rangka menuju 

pembangunan nasional. Oleh karena itu Rencana Kerja sebagai 

dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat 

kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai 

acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 

dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 

lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja 
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diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi 

baik pemerintah maupun mitra kerja.  

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2020 didasarkan pada berbagai landasan aturan dan 

kebijaksanaan yang mendukung, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Tenggara dengan mengubah Undang-Undang  Nomor 47 Prp. 

Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 

Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2068); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028  (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 9 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 261); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 297); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi 
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Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 262);  

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 263);  

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 6 Tahun 2012 

tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 267); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 273); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023  (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277); 

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan(Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99); 

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
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Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 14); 

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2013  tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam 

Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9); 

23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013 Nomor 44); 

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sulawesi 

Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52); 

25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 43); 

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017 

Tanggal 29 Mei 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019; 

27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan 

Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang 

Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Perjenis 

Objek Pungutan pada Perangkat Daerah dalam lingkup 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 88); 
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29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulwesi Selatan 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang  Perubahan atas Peraturan Pajak 

Daerah Provinsi Sulawsi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018 Nomor 90); 

30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulwesi 

Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang  Perubahan atas Peraturan 

Pajak Daerah Provinsi Sulawsi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100); 

31. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 

tentang Penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan 

Pajak Air Permukaan yang Berlaku dalam Wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan 

panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam 

mencapai target sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) 

tahun. 

Tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah : 

1. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020 lingkup Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait 
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta antar instansi/lembaga 

yang menangani Pendapata Daerah baik di Pusat maupun di 

kabupaten/kota. 

3. Menjadi tolok ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian 

kegiatan pembangunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 21 Oktober 

2010, penyusunan Renja Badan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2020 dilaksanakan menurut sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2020 agar substansi pada bab-bab berikutnya 

dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan memuat antara lain: 

- Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang 

Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat 

daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, 

dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta 

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

- Landasan hukum, memuat penjelasan tentang Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peratuan daerah, dan 

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, 

kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran perangkat daerah.  
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- Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan 

tujuan dari Renja Perangkat Daerah. 

- Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam 

penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi 

dokumen. 

2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) 

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu 

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu 

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. 

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun - tahun 

sebelumnya. 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah 

tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu 

pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah 

dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang 

bersangkutan. 

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain : 

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target 

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target 

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya 

atau melebihi target kinerja program/kegiatan 
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5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program 

Renstra Perangkat Daerah 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran 

yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor 

penyebab tersebut. 

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Berisikan uaraian mengenai : 

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah 

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat 

daerah, khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan 

sinergi program antara perangkat daerah provinsi 

dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta 

dengan kementrian dan lembaga ditingkat pusat dalam 

rangka pencapaian kinerja pembangunan 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala 

Daerah, terhadap capaian program nasional/ 

internasional , seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Suistanable 

Development Goals) 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

perangkat daerah 

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan 

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan 

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah 
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kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok  dan fungsi perangkat daerah 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat 

daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 

Perangkat Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan. 

Berisikan penjelasan mengenai : 

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan 

terhadap rumusan program dan kegiatan 

Misal: 

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah 

b. Pencapaian SDGs 

c. Pengentasan Kemiskinan 

d. Pencapaian NSPK dan SPM 

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah 

f. Pengembangan daerah terisolir 

g. dsb 

2. Uraian garis besar  mengenai rekapitulasi program dan 

kegiatan, antara lain meliputi : 

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan 

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa 

saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa 

saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok 

masyarakat tertentu 

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak 

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis 

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi 

keduanya 
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4. Bab IV Rencana Kerja dan PendanaanPerangkat Daerah 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan 

perangkat daerah yang disusun berdasarkan evaluasi capaian 

kinerja yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah pada 

tahun berjalan.  

5. Bab V Penutup 

Berisikan uraian penutup, berupa : 

a. Catatan penting yang perlu  mendapat perhatian, baik dalam 

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan 

c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir 

dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama  perangkat 

daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat 

daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat  Daerah Tahun Lalu 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah  

Pada Renstra 2018 – 2023, Visi Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya yang 

sejalan dengan visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu “ 

Sulawesi Selatan yang Inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan 

berkarakter” 

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan 

rencana Program / kegiatan tahun 2020. Penyusunan rencana 

program/kegiatan tahun 2020 memperhatikan realisasi capaian kinerja 

tahun 2019, pencapaian target Rencana Strategis Badan Pendapatan 

Daerah Tahun 2018 – 2023 serta realisasi pelaksanaan APBD Badan 

Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun 2019, sebagai 

berikut: 

A. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah faktor utama dalam keberhasilan 

pembangunan daerah, selain seperti Sumber Daya Manusia, 

infrastruktur, asset serta tata kelola pemerintahan daerah. Target 

Pendapatan Daerah Tahun 2019 ditargetkan sebesar 

Rp9.922.960.496.105,00 merupakan target yang dianggap realistis 

dapat dicapai karena dianalisis dengan matang dan dibahas dengan 

baik bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pendapatan daerah 

yang terdiri dari tabel 1 berikut : 

Tabel 1 

Target dan Realisasi APBD Pendapatan Daerah TA. 2018-2019 

KODE 
REKENING 

JENIS PENERIMAAN 

 TARGET DAN REALISASI TA. 2018 (n-2) TARGET DAN REALISASI TA. 2019 (n-1) 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

4 PENDAPATAN DAERAH 9.546.627.243.129,00 9.252.221.942.175,45 96,92 9.922.960.496.105,00 9.573.904.183.911,70 96,48 
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1. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2019 yang 

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah dibawah ini :  

Tabel 2 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2018-2019 

KODE 
REKENING 

JENIS PENERIMAAN 
 TARGET DAN REALISASI TA. 2018 (n-2) TARGET DAN REALISASI TA. 2019 (n-1) 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

4.1 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

3.975.726.084.809,00 3.948.349.252.423,45 99,31 4.168.385.357.623,00 4.138.624.537.865,70 99,29 

4.1.1 PAJAK DAERAH 3.462.102.500.000,00 3.462.184.656.928,00 100,00 3.712.868.595.360,00 3.710.611.599.841,00 99,94 

4.1.1.01 PKB 1.195.598.000.000,00 1.242.314.483.837,00 103,91 1.345.247.950.000,00 1.394.198.331.701,00 103,64 

4.1.1.03 BBNKB 987.912.000.000,00 901.224.678.479,00 91,23 993.777.500.000,00 1.020.124.486.703,00 102,65 

4.1.1.05 PBBKB 619.639.647.000,00 634.138.302.944,00 102,34 650.662.145.360,00 654.633.759.689,00 100,61 

4.1.1.06 Pajak Air Permukaan 98.952.853.000,00 99.273.770.342,00 100,32 92.219.000.000,00 93.614.102.811,00 101,51 

4.1.1.07 Pajak Rokok 560.000.000.000,00 585.233.421.326,00 104,51 630.962.000.000,00 548.040.918.937,00 86,86 

4.1.2 RETRIBUSI DAERAH 89.080.963.903,00 70.370.128.268,00 79,00 43.476.506.200,00 40.884.402.523,60 94,04 

4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 65.706.080.000,00 49.937.338.672,00 76,00 18.340.000.000,00 18.939.566.400,00 103,27 

4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 20.862.083.903,00 18.756.726.290,00 89,91 23.061.506.200,00 20.484.337.423,60 88,82 

4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 2.512.800.000,00 1.676.063.306,00 66,70 2.075.000.000,00 1.460.498.700,00 70,39 

4.1.3 
HASIL PENG.  KEK. 
DAERAH YANG   
DIPISAHKAN 

109.489.402.859,00 108.949.315.359,00 99,51 111.636.147.867,00 111.357.119.117,00 99,75 

4.1.3.01 
Bagian Laba Peny. Modal 
Perusah. Milik Daerah / 
(BUMD) 

108.153.016.787,00 107.612.929.287,00 99,50 110.009.277.118,00 109.730.248.368,00 99,75 

4.1.3.03 
Bagian Laba Peny. Modal 
pada Perusahaan Milik 
Swasta 

1.336.386.072,00 1.336.386.072,00 100,00 1.626.870.749,00 1.626.870.749,00 100,00 

4.1.4 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
ASLI DAERAH YANG SAH 

315.053.218.047,00 306.845.151.868,45 97,39 300.404.108.196,00 275.771.416.384,10 91,80 

4.1.4.01 
Hasil Penjualan Asset 
Daerah Yg Tidak Dipisahkan 

368.300.000,00 343.063.000,00 93,15 857.285.000,00 2.029.951.109,00 236,79 

4.1.4.02 Jasa Giro 50.000.000.000,00 28.536.870.285,22 57,07 51.148.850.700,00 37.041.541.615,28 72,42 

4.1.4.04 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) - 7.499.659.208,92 - - 4.435.205.415,72 - 

4.1.4.06 
Pend.Denda Atas 
Keterlamb. Pelak. Pekerjaan 

- 2.175.145.950,00 - - 305.722.208,60 - 

4.1.4.07 Pendapatan Denda Pajak 51.972.000.000,00 61.455.861.768,00 118,25 76.642.269.771,00 71.367.504.606,00 93,12 

4.1.4.07 
Pendapatan Denda 
Retribusi 

- 26.371.665,00 - - 41.874.153,00 - 
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KODE 
REKENING 

JENIS PENERIMAAN 
 TARGET DAN REALISASI TA. 2018 (n-2) TARGET DAN REALISASI TA. 2019 (n-1) 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

4.1.4.10 
Pendapatan dari 
Pengembalian 

83.500.000.000,00 118.000.854.193,51 141,32 - 4.833.701.756,00 - 

4.1.4.11 
Fasilitas Sosial dan Fasilitas 
Umum 

158.602.725,00 1.680.037.874,80 1.059 158.602.725,00 1.911.763.524,39 1.205 

4.1.4.13 
Pendapatan dari Angsuran / 
Cicilan Penjualan 

12.500.000,00 5.628.500,00 45,03 10.000.000,00 - - 

4.1.4.15 
Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

129.041.815.322,00 87.121.659.423,00 67,51 171.587.100.000,00 153.804.151.996,11 89,64 

4.1.4.16 
Pendapatan dari Sewa 
Barang Milik Daerah 

- - 
 

- - 
 

                   

Pada tabel 2 diatas menunjukkan pendapatan asli daerah untuk 

tahun 2019 terealisasi sebesar 99,29% mengalami penurunan sebanyak 

0,02% dari capaian di tahun 2018 yang realisasinya sebesar 99,31%, hal 

ini dikarenakan semua komponen dari pendapatan asli daerah tidak 

ada yang mencapai target 100%. 

 

2. Dana Transfer 

Dana transfer pada APBD tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 

dana perimbangan dan dana insentif  daerah, seperti tabel dibawah 

ini :  

Tabel 3 

Target dan Realisasi Dana Transfer TA. 2018-2019 

KODE 
REKENING 

JENIS PENERIMAAN 
 TARGET DAN REALISASI TA. 2018 (n-2) TARGET DAN REALISASI TA. 2019 (n-1) 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

4.2 DANA TRANSFER 5.538.290.806.200,00 5.295.519.277.687,00 95,62 5.669.967.534.482,00 5.388.320.704.592,00 95,03 

4.2.1 DANA PERIMBANGAN 5.522.290.806.200,00 5.287.519.277.687,00 95,75 5.669.967.534.482,00 5.388.320.704.592,00 95,03 

4.2.1.1 Dana Transfer  Umum 2.820.285.964.400,00 2.747.226.626.914,00 97,41 2.853.447.040.482,00 2.756.109.257.880,00 96,59 

4.2.1.2 Dana Transfer  Khusus 2.702.004.841.800,00 2.540.292.650.773,00 94,02 2.816.520.494.000,00 2.632.211.446.712,00 93,46 

4.2.2 
DANA INSENTIF DAERAH 
(DID) 

16.000.000.000,00 8.000.000.000,00 50,00 
 

- - 

                   

 

Pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa capaian dana transfer 

untuk tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,59% dari tahun 2018 

yang dapat mencapai realisasi sebesar 95,62%, dimana pada tahun 
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2019 dana insentif daerah sudah tidak ditargetkan sebagai dana 

transfer. 

 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD tahun 

anggaran 2019 yang terdiri dari pendapatan  hibah, dana penyesuaian 

dan otonomi khusus, seperti tabel dibawah ini menunjukkan bahwa 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2019 

mengalami peningkatan capaian sebesar 29,88% dari tahun 2018, hal 

ini dipengaruhi oleh capaian dana penyesuaian dan otonomi khusus 

mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, seperti yang terlihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4 

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

TA. 2018-2019 

KODE 
REKENING 

JENIS PENERIMAAN 
 TARGET DAN REALISASI TA. 2018 (n-2) TARGET DAN REALISASI TA. 2019 (n-1) 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

4.3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

32.610.352.120,00 8.353.412.065,00 25,62 84.607.604.000,00 46.958.941.454,00 55,50 

4.3.1 Pendapatan Hibah 32.610.352.120,00 8.353.412.065,00 25,62 55.665.756.000,00 18.017.093.454,00 32,37 

4.3.1.01 
Pendapatan Hibah Dari 
Pemerintah 

450.000.000,00 - - 48.351.376.000,00 11.419.834.864,00 23,62 

4.3.1.03 
Pend. Hibah Dari Badan/ 
Lemb./Org.Swasta dalam 
Negeri 

6.731.902.120,00 6.429.660.505,00 95,51 7.314.380.000,00 6.597.258.590,00 90,20 

4.3.1.05 
Pendapatan Hibah dari Luar 
Negeri 

25.428.450.000,00 1.923.751.560,00 7,57 - - - 

4.3.4 
Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus   

- 28.941.848.000,00 28.941.848.000,00 100,00 

                   

 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku 

penanggungjawab pendapatan daerah yang mengkoordinir 

pendapatan daerah bagi Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan sebagai 

perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah mengelola 

pendapatan daerah yang di kelola langsung untuk Tahun Anggaran 

2019 sebesar Rp 3.957.882.727.498,00 yang terdiri dari pajak daerah, 
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retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah serta pendapatan hibah. 

Perencanaan pendapatan daerah merupakan hasil 

perhitungan yang terukur secara rasional dan diharapkan dapat 

tercapai dalam kurun waktu tertentu yang dihitung dari besarnya 

masing-masing sumber pendapatan sesuai potensinya secara riil 

dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya 

dan berbagai variabel serta asumsi-asumsi yang berpengaruh pada 

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2019. Sedangkan 

komponen terbesar yang merupakan ukuran utama keberhasilan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT 

Pendapatan yang berada pada tiap Kabupaten/Kota, dan masih 

bertumpu pada pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Adapun 

secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah merupakan penunjang utama dalam pendapatan 

daerah pada tahun  2019 mengalami penurunan realisasi sebesar 

0.06% dari tahun sebelumnya yaitu 2018 dimana dapat mencapai 

100% dari taget yang telah ditetapkan.  

Tabel 5 

Target dan Realisasi Pajak Daerah TA. 2018-2019 

NO PENDAPATAN 
Target dan Realisasi TA. 2018 Target dan Realisasi TA. 2019 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

A. PAJAK DAERAH 3.462.102.500.000,00 3.462.184.656.928,00 100,00 3.712.868.595.360,00 3.710.611.599.841,00 99,94 

1 PKB 1.195.598.000.000,00 1.242.314.483.837,00 103,91 1.345.247.950.000,00 1.394.198.331.701,00 103,64 

2 BBNKB 987.912.000.000,00 901.224.678.479,00 91,23 993.777.500.000,00 1.020.124.486.703,00 102,65 

3 PBBKB 619.639.647.000,00 634.138.302.944,00 102,34 650.662.145.360,00 654.633.759.689,00 100,61 

4 AP 98.952.853.000,00 99.273.770.342,00 100,32 92.219.000.000,00 93.614.102.811,00 101,51 

5 PAJAK ROKOK 560.000.000.000,00 585.233.421.326,00 104,51 630.962.000.000,00 548.040.918.937,00 86,86 
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2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas  jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

Reetbusi daerah yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah pada tahun 2019 mencapai realisasi sebesar 106,65% dari 

target yang ditetapkan demikian pula dengan tahun 2018 yang 

mencapai realisasi 107,62% 

Tabel 6 

Target dan Realisasi Retribusi Daerah TA. 2018-2019 

NO PENDAPATAN 
Target dan Realisasi TA. 2018 Target dan Realisasi TA. 2019 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

B. RETRIBUSI 154.530.000,00 166.305.200,00 107,62 245.863.800,00 262.203.800,00 106,65 

1 RPKD 154.530.000,00 166.305.200,00 107,62 245.863.800,00 262.203.800,00 106,65 

 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah (BUMD) diantaranya yaitu Laba Perusda, Bank SulSel, 

PT.Kima, PT. GMTD dan PT. Askrida 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 

2019 realisasi mencapai 99,75% mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya di tahun 2018 yang mencapai 99,51% 
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Tabel 7 

Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan TA. 2018-2019 
 

NO PENDAPATAN 
Target dan Realisasi TA. 2018 Target dan Realisasi TA. 2019 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

C. 

HASIL PENGE. 
KEKAYAAN 
DAERAH YANG 
DIPISAHKAN 

109.489.402.859,00 108.949.315.359,00 99,51 111.636.147.867,00 111.357.119.117,00 99,75 

1 LABA PERUSDA 630.884.500,00 90.797.000,00 14,39 279.028.750,00 - - 

2 BANK SULSEL 107.522.132.287,00 107.522.132.287,00 100,00 109.730.248.368,00 109.730.248.368,00 100,00 

3 PT. KIMA 510.232.670,00 510.232.670,00 100,00 720.730.392,00 720.730.392,00 100,00 

4 PT. GMTD 211.200.000,00 211.200.000,00 100,00 264.000.000,00 264.000.000,00 100,00 

5 PT. ASKRIDA 614.953.402,00 614.953.402,00 100,00 642.140.357,00 642.140.357,00 100,00 

 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari jasa 

giro, TGR, denda keterlambatan pekerjaan dan denda pajak 

mencapai realisasi pada tahun 2019 sebesar 93,23% mengalami 

penurunan sebesar 24,26% dari tahun sebelumnya yang mencapai 

117,49%, hal ini di pengaruhi oleh rendahnya capaian dari jasa giro 

dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tabel 8 

Target dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA. 2018-2019 

NO PENDAPATAN 
Target dan Realisasi TA. 2018 Target dan Realisasi TA. 2019 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

D. 
LAIN LAIN PAD 
YANG SAH 

185.472.000.000,00 217.915.525.478,85 117,49 127.791.120.471,00 119.145.366.356,19 93,23 

1 JASA GIRO 50.000.000.000,00 28.351.060.679,42 56,70 51.148.850.700,00 36.758.171.037,28 71,87 

2 TGR - 7.499.659.208,92 - - 4.435.205.415,72 - 

3 
DENDA KETER -
LAM. PEKERJAAN 

- 2.175.145.950,00 - - 305.722.208,60 - 

4 DENDA PAJAK 51.972.000.000,00 61.455.861.768,00 118,25 76.642.269.771,00 71.367.504.606,00 93,12 

 

1.DENDA PKB 50.330.502.000,00 58.803.320.605,00 116,83 69.765.269.771,00 66.997.370.506,00 96,03 

2.DENDA BBNKB 1.641.498.000,00 2.652.541.163,00 161,59 6.877.000.000,00 4.370.134.100,00 63,55 

5 DENDA RETRIBUSI 
   

- 321.000,00 
 

6 PENGEMBALIAN 83.500.000.000,00 118.000.854.193,51 141,32 - 4.833.701.756,00 - 

7 
FASOS DAN 
FASOM 

- 432.943.679,00 - - 1.444.740.332,59 - 

5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
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Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yangmerupakan 

pendapatan hibah terdiri dari jasa raharja, Pelindo dan Tonasa 

pada tahun 2019 realisasinya mencapai 100% dimana pada tahun 

sebelumnya juga mencapai 100% dari target yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 9 

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA.2018-2019 

NO PENDAPATAN 
Target dan Realisasi TA. 2018 Target dan Realisasi TA. 2019 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

II 

 LAIN LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG 
SAH 

5.185.000.000,00 5.185.000.000,00 100,00 5.341.000.000,00 5.341.000.000,00 100,00 

1 
PENDAPATAN 
HIBAH 

5.185.000.000,00 5.185.000.000,00 100,00 5.341.000.000,00 5.341.000.000,00 100,00 

 
1. JASA RAHARJA 3.960.000.000,00 3.960.000.000,00 100,00 4.116.000.000,00 4.116.000.000,00 100,00 

 
2. PELINDO 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00 

 
3. TONASA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 

 

B. BELANJA DAERAH 

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan 

dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensikasi sumber-

sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya 

peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, 

penyerderhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan 

sanksi, peningkatan sosialisasi dan pemberian informasi kepada 

masyarakat serta adanya reformasi sistem perpajakan daerah sebagai 

salah satu tujuan implementasi peraturan daerah yang berlaku pada 

sektor pajak daerah. 

Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian 

regulasi atau pemungutan retribusi daerah yang sejalan dengan 

amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 
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Adapun upaya peningkatan pelayanan pajak melalui 

penerapan Sistem Layanan Unggulan yang terus dikembangkan sesuai 

tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. 

Kualitas online system terus dikembangkan dan ditingkatkan serta telah 

diterapkan pada semua Kantor UPT Pendapatan untuk mendukung 

kapasitas maupun cakupan lingkup pelayanan. Demikian juga dengan 

kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

kenyamanan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan 

pajak, seperti Drive Thru, Gerai Samsat Sayang, Samsat Keliling, 

Informasi Pajak, Payment Point, SMS Info dan lain-lain. 

Secara bertahap, akan dikaji dan diterapkan pula sistem 

pembayaran pajak langsung ke bank yang ditunjuk. Semua itu tidak 

hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak, 

namun terlebih lagi untuk membangun kepercayaan publik melalui 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda No.1 Tahun 2010 tentang 

Pelayanan Publik. 

Untuk mendukung semua kebijakan, program dan kegiatan 

yang ada dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel 

untuk Tahun Anggaran 2019, baik belanja langsung maupun belanja 

tidak langsung, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 207.182.570.628.00 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 10 

Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2018-2019 

No Uraian Belanja 
Target dan Realisasi TA. 2018 Target dan Realisasi TA. 2019 

 Target   Realisasi  %  Target   Realisasi  % 

 
BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

129.077.274.528,00 108.579.723.728,00 84,12 153.394.250.249,10 152.582.112.572,00 99,47 

 
BELANJA 
LANGSUNG 

78.105.296.100,44 75.244.997.637,00 96,34 46.730.533.034,00 44.287.377.149,00 94,77 

 

Untuk belanja tidak langsung, komponen terbesar justru adalah 

persediaan pembayaran insentif (upah pungut) atas penerimaan 
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pajak daerah yang kemudian besarannya hanya 3 (tiga) persen dari 

total target pendapatan. Komponen belanja tidak langsung lainnya 

yang menyerap anggaran adalah gaji dan tunjangan aparat Badan 

Pendapatan Daerah termasuk yang tersebar pada 25 (dua puluh lima) 

UPT Pendapatan yang terletak pada setiap Kabupaten/Kota. 

Tabel 11 

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018-2019 

No Uraian Belanja 

Target dan Realisasi TA. 2018 Target dan Realisasi TA. 2019 

 Target   Realisasi  %  Target   Realisasi  % 

 
BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

129.077.274.528,00 108.579.723.728,00 84,12 153.394.250.249,10 152.582.112.572,00 99,47 

1 Gaji dan Tunjangan 28.301.809.118,00 26.686.805.070,00 94,29 30.147.440.419,00 29.590.432.763,00 98,15 

2 
Tambahan 
Penghasilan PNS 

4.524.002.910,00 4.331.000.000,00 95,73 13.827.135.919,50 13.735.230.000,00 99,34 

3 
Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah 

96.251.462.500,00 77.561.918.658,00 80,58 109.419.673.910,60 109.256.449.809,00 99,85 

Belanja langsung yang secara umum sesuai evaluasi Tahun 

Anggaran 2018 telah berjalan dengan capaian realisasi keuangan 

sebesar 96.34%, sementara pada tahu 2019 capaian realisasinya 

94.77%. 

Tabel 12 

Target dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2018-2019 

No Uraian Belanja 
Target dan Realisasi TA. 2018 Target dan Realisasi TA. 2019 

 Target   Realisasi  %  Target   Realisasi  % 

 
BELANJA 
LANGSUNG 

78.105.296.100,44 75.244.997.637,00 96,34 46.730.533.034,00 44.287.377.149,00 94,77 

1 Belanja PegawaiI - 
 

- 6.412.960.500,00 6.256.807.750,00 97,57 

2 
Belanja Barang dan 
Jasa 

61.263.179.600,44 58.568.191.787,00 95,60 33.393.820.534,00 31.473.837.178,00 94,25 

3 Belanja Modal 16.842.116.500,00 16.676.805.850,00 99,02 6.923.752.000,00 6.556.732.221,00 94,70 

Posisi Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel dalam agenda 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada agenda VII, 

Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan juga terkait dalam agenda 

II sehingga dengan porsi alokasi belanja langsung sebesar                                  
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Rp. 46,730,533,034,- untuk tahun 2019 dianggap masih belum memadai 

untuk memantapkan sarana dan prasarana pelayanan. Sejumlah 

Kantor UPT Pendapatan masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dan diharapkan dimasa mendatang sudah 

memiliki kantor dengan status tanah dan bangunan sendiri, sebab 

menjadi syarat utama dalam penilaian standar pelayanan publik 

terutama jika diajukan untuk mendapatkan sertifikasi ISO. 

Berkaitan dengan anggaran pada Belanja Langsung tahun 2019, 

dialokasikan dana untuk pelaksanaan 141 (seratus empat puluh satu) 

kegiatan yang ada pada Sekretariat Badan, 5 (lima) Bidang dan 25 

(dua puluh lima) UPT Pendapatan yang berada pada setiap 

Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan sebagau berikut : 

I. Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas 

Pelayanan Pajak Daerah 

Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas 

Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2019 ini terdapat 3 (tiga) kegiatan 

dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 273.344.103,00 

atau 98,59%, antara lain : 

Tabel 13 

Target dan Realisasi Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan 

Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah  TA. 2019 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
ANGGARAN  

TAHUN  2019 

REALISASI 

Rp % 

 
Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan 
Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah 

277.250.000,00 273.344.103,00 98,59 

1 Jasa Sms Broadcast Kepada Wajib Pajak 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 

2 
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan Unggulan 
Samsat 

98.250.000,00 97.352.753,00 99,09 

3 
Peningkatan dan Pengembangan Layanan Unggulan Samsat 
Prov.sulsel 

125.000.000,00 121.991.350,00 97,59 

 

Dari tabel 13 diatas terlihat bahwa kegiatan program peningkatan 

askesbilitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah telah 

terealisasi 98,59% hal ini dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada 
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kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Layanan Unggulan Samsat 

Prov. Sul Sel, dengan realisasi sebesar Rp 121.991.350,00 atau 97,59% 

tetapi secara umum program ini capainnya sebesar 100%  

 

II. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Tahun 2019 ini terdapat 119 kegiatan dengan realisasi 

anggaran belanja langsung sebesar  Rp 15.334.076.861,00 atau 97,20% , 

yaitu: 

Tabel 14 

Target dan Realisasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah TA. 2019 
 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
ANGGARAN  

TAHUN  2019 

REALISASI 

Rp % 

 
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

15.775.469.500,00 15.334.076.861,00 97,20 

1 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil Makassar I Selatan 

58.404.000,00 58.302.500,00 99,83 

2 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil Makassar II Utara 

101.520.000,00 101.200.000,00 99,68 

3 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Parepare 

66.100.000,00 66.000.000,00 99,85 

4 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Palopo 

51.070.000,00 50.427.000,00 98,74 

5 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Bone 

78.120.000,00 77.135.000,00 98,74 

6 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Wajo 

59.120.000,00 58.683.500,00 99,26 

7 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Bantaeng 

63.720.000,00 63.720.000,00 100,00 

8 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Gowa 

74.620.000,00 74.620.000,00 100,00 

9 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Pinrang 

63.300.000,00 63.300.000,00 100,00 

10 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Maros 

64.570.000,00 63.600.000,00 98,50 

11 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Pangkep 

27.300.000,00 27.240.000,00 99,78 

12 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Sidrap 

35.120.000,00 34.999.700,00 99,66 
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NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
ANGGARAN  

TAHUN  2019 
REALISASI 

Rp % 

13 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Tana Toraja 

40.420.000,00 40.420.000,00 100,00 

14 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Luwu Timur 

50.400.000,00 50.389.500,00 99,98 

15 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Soppeng 

45.500.000,00 45.500.000,00 100,00 

16 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Bulukumba 

57.500.000,00 56.600.000,00 98,43 

17 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Barru 

53.500.000,00 52.685.000,00 98,48 

18 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 

69.370.000,00 63.248.100,00 91,18 

19 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Sinjai 

60.220.000,00 60.000.000,00 99,63 

20 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Takalar 

61.500.000,00 60.550.000,00 98,46 

21 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Selayar 

26.050.000,00 22.000.000,00 84,45 

22 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Toraja Utara 

55.120.000,00 53.989.900,00 97,95 

23 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Luwu Utara 

64.116.000,00 63.309.700,00 98,74 

24 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Jeneponto 

64.653.000,00 63.467.100,00 98,17 

25 
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Wil. Enrekang 

63.120.000,00 60.599.800,00 96,01 

26 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil.  Makassar I  Selatan 

66.450.000,00 56.450.000,00 84,95 

27 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Makassar II Utara 

89.500.000,00 89.499.700,00 100,00 

28 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Parepare 

79.500.000,00 75.500.000,00 94,97 

29 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Palopo 

67.500.000,00 67.440.000,00 99,91 

30 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Bone 

78.456.000,00 78.435.000,00 99,97 

31 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Wajo 

65.000.000,00 65.000.000,00 100,00 

32 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Bantaeng 

48.600.000,00 48.600.000,00 100,00 

33 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Gowa 

85.235.000,00 85.235.000,00 100,00 

34 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Pinrang 

64.200.000,00 64.200.000,00 100,00 

35 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Maros 

64.500.000,00 60.000.000,00 93,02 

36 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Pangkep 

61.500.000,00 61.500.000,00 100,00 

37 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Sidrap 

76.000.000,00 74.999.500,00 98,68 

38 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Tana Toraja 

54.500.000,00 54.477.500,00 99,96 
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NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
ANGGARAN  

TAHUN  2019 
REALISASI 

Rp % 

39 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Luwu Timur 

51.660.000,00 51.660.000,00 100,00 

40 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Soppeng 

61.500.000,00 61.500.000,00 100,00 

41 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Bulukumba 

71.600.000,00 71.600.000,00 100,00 

42 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Barru 

63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 

43 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Luwu 

72.500.000,00 45.982.000,00 63,42 

44 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Sinjai 

51.900.000,00 51.899.400,00 100,00 

45 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Takalar 

72.000.000,00 65.300.000,00 90,69 

46 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Selayar 

46.950.000,00 37.800.000,00 80,51 

47 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Toraja Utara 

61.950.000,00 55.949.800,00 90,31 

48 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Luwu Utara 

68.301.000,00 52.990.000,00 77,58 

49 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Jeneponto 

65.520.000,00 57.452.500,00 87,69 

50 
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 
Wil. Enrekang 

54.500.000,00 54.494.300,00 99,99 

51 Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 201.410.000,00 199.456.952,00 99,03 

52 
Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan 
Subjek/objek Pajak 

47.750.000,00 47.260.000,00 98,97 

53 
Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi 
Pelaporan Pendapatan Daerah 

231.556.000,00 230.838.807,00 99,69 

54 
Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan 
Pendaftaran Ulang 

76.200.000,00 73.996.013,00 97,11 

55 
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber 
Pendapatan 

105.500.000,00 103.377.224,00 97,99 

56 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan 
Daerah 

123.500.000,00 121.829.756,00 98,65 

57 
Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana 
Pajak Rokok 

19.361.000,00 19.110.700,00 98,71 

58 Pemutakhiran Data Base Objek Dan Subjek Pajak Daerah 89.500.000,00 89.273.790,00 99,75 

59 Penyusunan dan Sosialisasi Njkb 209.750.000,00 197.787.349,00 94,30 

60 Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah 693.000.000,00 692.473.000,00 99,92 

61 
Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air 
Permukaan Dan PBBKB 

189.300.000,00 171.452.229,00 90,57 

62 Peningkatan Pengelolaan PKB Dan BBNKB 225.500.000,00 215.917.209,00 95,75 

63 Evaluasi Dan Monitoring Retribusi Daerah Dan PADL 105.700.000,00 90.420.850,00 85,54 

64 Evaluasi Penerimaan PAD Pada UPT Bapenda 35.000.000,00 30.204.800,00 86,30 

65 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo 40.900.000,00 40.900.000,00 100,00 

66 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Parepare 43.600.000,00 43.200.000,00 99,08 

67 
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I 
Selatan 

43.600.000,00 43.600.000,00 100,00 
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NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
ANGGARAN  

TAHUN  2019 
REALISASI 

Rp % 

68 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone 43.600.000,00 43.400.000,00 99,54 

69 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo 43.600.000,00 41.250.000,00 94,61 

70 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros 43.600.000,00 43.400.000,00 99,54 

71 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng 43.600.000,00 42.400.000,00 97,25 

72 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep 43.600.000,00 42.900.000,00 98,39 

73 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa 43.600.000,00 42.600.000,00 97,71 

74 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap 43.200.000,00 42.400.000,00 98,15 

75 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang 43.600.000,00 42.900.000,00 98,39 

76 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja 43.600.000,00 43.340.000,00 99,40 

77 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur 43.600.000,00 43.350.000,00 99,43 

78 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng 43.600.000,00 42.900.000,00 98,39 

79 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba 43.600.000,00 43.100.000,00 98,85 

80 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto 43.600.000,00 43.400.000,00 99,54 

81 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang 38.600.000,00 33.400.000,00 86,53 

82 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu 43.600.000,00 43.397.900,00 99,54 

83 
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar II 
Utara 

86.800.000,00 86.800.000,00 100,00 

84 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar 43.600.000,00 42.900.000,00 98,39 

85 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara 43.600.000,00 43.400.000,00 99,54 

86 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara 43.600.000,00 41.900.000,00 96,10 

87 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru 43.600.000,00 43.600.000,00 100,00 

88 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai 43.600.000,00 43.400.000,00 99,54 

89 Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar 43.600.000,00 42.600.000,00 97,71 

90 
Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan 
Pengawasan 

192.500.000,00 192.175.348,00 99,83 

91 
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat 
Fungsional 

21.500.000,00 20.749.919,00 96,51 

92 
Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target 
Perubahan Bidang Pendapatan Daerah 

168.000.000,00 167.959.671,00 99,98 

93 
Peningkatan Kapasitas Sdm Operator Sistem dan Operator 
Data 

1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 

94 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Makassar I Selatan 

693.840.200,00 646.281.800,00 93,15 

95 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Makassar II Utara 

382.040.500,00 382.006.100,00 99,99 

96 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Parepare 

321.019.000,00 318.854.345,00 99,33 

97 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Palopo 

351.562.500,00 347.338.500,00 98,80 

98 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Bone 

346.282.200,00 345.229.200,00 99,70 

99 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Wajo 

399.503.500,00 378.844.523,00 94,83 

100 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Bantaeng 

318.645.000,00 316.128.772,00 99,21 
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NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
ANGGARAN  

TAHUN  2019 
REALISASI 

Rp % 

101 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Gowa 

380.358.000,00 375.595.750,00 98,75 

102 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Pinrang 

316.209.500,00 315.818.110,00 99,88 

103 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Maros 

293.620.000,00 290.395.150,00 98,90 

104 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Pangkep 

295.844.800,00 292.135.900,00 98,75 

105 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Sidrap 

325.982.000,00 324.480.100,00 99,54 

106 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Tana Toraja 

298.355.000,00 295.308.120,00 98,98 

107 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu Timur 

492.354.000,00 466.969.500,00 94,84 

108 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Soppeng 

293.437.500,00 286.630.000,00 97,68 

109 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Bulukumba 

280.567.500,00 278.437.950,00 99,24 

110 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Barru 

248.280.000,00 247.370.920,00 99,63 

111 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 

541.753.000,00 522.276.000,00 96,40 

112 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Sinjai 

371.916.000,00 371.308.350,00 99,84 

113 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Takalar 

298.141.000,00 292.627.100,00 98,15 

114 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Selayar 

264.873.300,00 255.975.800,00 96,64 

115 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Toraja Utara 

316.962.000,00 287.287.500,00 90,64 

116 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu Utara 

415.235.000,00 394.756.284,00 95,07 

117 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Jeneponto 

313.191.000,00 310.511.070,00 99,14 

118 
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Enrekang 

227.115.000,00 221.127.000,00 97,36 

119 Penerapan Elektronik Tilang (e-tilang) 30.000.000,00 15.210.000,00 50,70 

 

Dari table 14 diatas menunjukkan bahwa program Peningkatan 

dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk tahun 

2019 dialokasikan dana sebesar Rp 15.775.469.500,00 dan realisasi 

keuangan mencapai 97,20%, hal ini dikarenakan terdapat beberapa 

kegiatan pada program ini capaiannya kurang dari 90% 
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III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2019 ini terdapat 

8 (delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 18.253.515.460.00 

program ini guna menunjang tertib administrasi dalam pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat, antara lain : 

Tabel 15 

Target dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran TA. 2019 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  
TAHUN  2019  

 REALISASI  

Rp % 

 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.253.515.460,00 16.892.350.969,00 92,54 

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.490.446.877,00 4.856.214.277,00 88,45 

2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 125.000.000,00 104.371.045,00 83,50 

3 Penyediaan Jasa Tenaga Non Pns 7.916.560.500,00 7.411.269.450,00 93,62 

4 
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

2.441.330.000,00 2.331.400.200,00 95,50 

5 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan 
Bangunan Kantor 

62.565.000,00 61.925.000,00 98,98 

6 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.201.950.000,00 1.137.199.000,00 94,61 

7 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran 250.000.000,00 239.905.000,00 95,96 

8 
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

765.663.083,00 750.066.997,00 97,96 

 

Dari table 15 menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan administrasi 

perkantoran pada tahun 2019 mencapai realisasi sebesar 

Rp16.892.350.969,00 atau 92,54% hal ini dipengaruhi oleh kurangnya  

realisasi pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik dan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 

dibawah 90% 
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IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2019 

dianggarkan sebesar  Rp 11.425.111.074,00 program ini bertujuan untuk 

memenuhi  kebutuhan sarana dan prasarana  guna memberikan 

kenyamanan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 

program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu : 

Tabel 16 

Target dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur TA. 2019 
 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  
TAHUN  2019  

 REALISASI  

Rp % 

 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.425.111.074,00 10.836.027.954,00 94,84 

1 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor /Asrama 1.571.107.000,00 1.483.190.927,00 94,40 

2 
Pemeliharaan Rutin/berkala dan Penggantian Suku 
Cadang Kendaraan Jabatan/dinas 

1.735.584.800,00 1.634.476.806,00 94,17 

3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.913.752.000,00 6.556.732.221,00 94,84 

4 
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan 
Kantor 

969.667.274,00 927.053.000,00 95,61 

5 
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 
Informasi/aplikasi/website 

235.000.000,00 234.575.000,00 99,82 

 

Dari table 16 terlihat bahwa program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur pada tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp 10.836.027.954,00 

dengan capaian realisasi 94,84% dari realisasi diatas masih terdapat 

beberapa kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama 

pada kantor UPT Pendapatan yang terdapat di Kab/kota se Sulawesi 

Selatan. 
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V. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp 976.339.000,00  program ini 

merupakan dukungan terhadap kinerja dibidang perencanaan 

pendapatan daerah dan penganggaran belanja daerah serta evaluasi 

atas kinerja pada tahun 2019, program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, 

yaitu : 

Tabel 17 

Target dan Realisasi Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran 

dan Evaluasi Kinerja TA. 2019 
 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  
TAHUN  2019  

 REALISASI  

Rp % 

 
Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 

976.337.000,00 928.727.262,00 95,12 

1 
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran Perangkat Daerah 

612.687.000,00 585.073.406,00 95,49 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  
TAHUN  2019  

 REALISASI  

Rp % 

2 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi Opd 208.000.000,00 207.500.000,00 99,76 

3 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan 130.680.000,00 112.463.856,00 86,06 

4 
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir 
Tahun 

19.990.000,00 18.710.000,00 93,60 

5 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 

 

Dari tabel 17 terlihat bahwa program Peningkatan Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tahun 2019 telah terealisasi sebesar 

Rp928.727.262,00 dengan capaian  95,12% hal ini dipengaruhi oleh 

kegiatan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan yang 

capaiannya dibawah 90% 
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VI. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada 

tahun 2019 hanya memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp 22.850.000,00 dan 

pada akhir tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp 22.850.000,00 dengan 

capaian 100%.  

Tabel 18 

Target dan Realisasi Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur TA. 2019 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  
TAHUN  2019  

 REALISASI  

Rp % 

 
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

22.850.000,00 22.850.000,00 100,00 

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 22.850.000,00 22.850.000,00 100,00 

 

2.2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Gubernur Nomor: 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan, masih banyak ditemui permasalahan/hambatan 

dalam kaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak 

Daerah meliputi: 

1. masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk 

membayar pajaknya tepat waktu. 

 Permasalahan ini disebabkan oleh akar masalah yaitu :  

 belum semua wajib pajak yang melakukan kewajibannya secara 

tepat waktu,  

 sanksi atas pelanggaran pajak dan retribusi belum cukup 

memaksa wajib pajak dan retribusi untuk memenuhi 

kewajibannya. 
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2. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya bapenda 

Permasalahan ini disebabkan oleh akar masalah yaitu : 

 masih rendahnya kompetensi aparat, 

 Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan 

para mitra lainnya,  

 Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas 

kinerja Pegawai,  

 beberapa kantor UPT pendapatan masih berstatus pinjam pakai 

dari pemerintah daerah 

3. Belum maksimalnya inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis 

teknologi informasi Permasalahan ini dapat dilihat dari masih adanya 

yaitu : 

 Data base potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum 

valid, 

 terdapat sumber pendapatan yang potensial, namun tidak dapat 

dipungut karena tidak diatur dalam regulasi  

 Belum lengkapnya prosedur operasi baku (standard operating 

procedure). 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Berdasarkan Visi dan Misi serta kebijakan yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategi 

Badan Pendapatan Daerah (Renstra OPD), maka untuk 

mengoperasionalisasikan agenda yang tertuang di dalamnya, maka 

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah akan diuraikan tujuan, sasaran 

dan Kebijakan untuk mengarahkan Rencana Kerja pada tahun 2020. 

Penetapan kebijaksanaan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan 

dan sasaran dalam kaitannya dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai 

berikut:  

1.  Mendorong   Penerimaan   Pendapatan   Daerah   Sebagai   Sumber 

Pembiayaan, yang diarahkan pada ; 

 1)  Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

serta lain-lain PAD yang sah.  

 3)  Pengawasan Keuangan Daerah. 

4)  Pemantapan Sistem Informasi terkait potensi Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2.  Perwujudan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, yang diarahkan 

pada: 

 1) Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

 2)  Peningkatan Sarana dan Prasarana 

 3)  Pelayanan Administrasi Perkantoran 

3.  Pengembangan SDM & Organisasi, di arahkan pada: 

 1)  Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

 2)  Penataan Kelembagaan Organisasi 
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4.  Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk memenuhi kewajibannya 

kepada Daerah/Negara, diarahkan pada : 

 1)  Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 

pada masyarakat 

 2) Pembinaan dan Penertiban pajak Kendaraan 

5.  Penilaian   Kewajaran   Kerja   sebagai  langkah   baru   bagi  jajaran 

Bapenda Tahun 2020, sebagai berikut: 

 

PENILAIAN KEWAJARAN KERJA 

        PROGRAM 

 

         KEGIATAN     TARGET KINERJA 

 

  ANGGARAN BELANJA                    STANDAR BIAYA 

 

HARGA YANG BERLAKU 

7.  Penilaian Kinerja dalam pengelolaan program dan kegiatan didasarkan 

atas : 

DASAR PENILAIAN KINERJA 

Masukan : 

Besaran sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program 

atau kegiatan 

Keluaran : 

Barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan 

Hasil : 

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam suatu program atau kegiatan 

Penilaian kewajaran kerja dan dasar penilaian kinerja akan diurai 

tersendiri dalam Rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai LAKIP 

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019. Sedangkan laporan keuangan akan 
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terlihat dalam Neraca Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019. 

 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

3.2.1 Tujuan  

1. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk 

membiayai tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pembangunan dan Kemasyarakatan. 

2. Tergalinya Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

3. Mewujudkan Pelayanan Prima. 

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur. 

5. Berkembang dan mantapnya kinerja organisasi. 

6. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib 

pajak, dengan indicator meningkatnya kesadaran wajib pajak 

memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. 

7. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak kendaraan 

bermotor se Sulawesi Selatan, dengan indikator semakin 

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. 

8. Meningkatkan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai 

koordinator di Bidang Pendapatan Daerah. 

3.2.2 Sasaran 

1. Tercapainya peningkatan Pendapatan Daerah sampai dengan 

tahun 2020, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan 

Pendapatan Daerah sebesar 8% per tahun. 

2. Terdatanya Potensi Pajak Daerah sampai dengan Tahun 2020, 

indikatornya Jumlah Obyek Pajak yang terpungut. 

3. Meningkatnya jumlah Wajib Retribusi Daerah, indikatornya jumlah 

wajib retribusi yang terpungut. 

4. Tergalinya Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah Bidang Non 

Pajak di luar Retribusi Daerah. 
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5. Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip Pelayanan Prima, dengan 

indikator meningkatnya Transparansi, Kecepatan, Kemudahan, 

Kenyamanan Pelayanan terhadap Wajib Pajak di seluruh UPTD se-

Sulawesi Selatan. 

6. Terwujudnya standar fasilitas pelayanan, dengan indikator 

terpenuhinya sarana pokok dan penunjang yang memadai. 

7. Tersedianya dukungan anggaran, indikatornya terpenuhinya 

kebutuhan anggaran belanja dinas. 

8. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan 

indikator meningkatnya kompetensi pegawai. 

9. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, 

dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai. 

10. Terwujudnya sistem dan prosedur pemungutan Pendapatan Daerah, 

dengan indikator tertib administrasi pemungutan pendapatan 

daerah; 

11. Terwujudnya sistem dan prosedur penerimaan Dana Perimbangan 

Keuangan, dengan indikator tertib administrasi penerimaan Dana 

Perimbangan Keuangan. 

 

3.3.   PROGRAM DAN KEGIATAN 

Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam Rencana Kerja 

tahun 2020, yang tentu saja mengacu pada tahapan Renstra Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, maka 

program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah menjabarkan Misi ke-1 

RPJMD yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan 

Inovatif”  sebagai berikut: 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai 

tugas/kegiatan pokok mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah 

untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan, senantiasa berupaya untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Daerah setiap tahunnya. 
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Program Pokok yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan mengacu pada RKPD Tahun 2020 serta sesuai 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak lain 

dimaksudkan untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Rencana Kerja Tahun 

Anggaran 2020 disusun dengan berbagai pokok-pokok kebijakan dalam 

pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana yang telah dituangkan 

dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018 -  2023 yang meliputi : 

 

A. ENAM PROGRAM 

Program yang akan direncanakan untuk Tahun Anggaran 2020 adalah 

sebagai berikut: 

1.   Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak 

Daerah. 

2.   Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pandapatan Daerah. 

3.   Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

4.  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

5.  Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja. 

6. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

 

B. KEGIATAN 

Keenam Program Badan Pendapatan Daerah Tahun Kerja 2020 yang 

terdapat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah diuraikan dalam 145 

(seratus empat puluh lima) kegiatan yakni sebagai berikut :  

 

1.  Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas 

Pelayanan Pajak Daerah.  

Melalui progam ini diarahkan pada terwujudnya akuntabilitas dan 

transparansi kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan yang ditandai dengan beberapa kegiatan terkait dengan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat kemudian adanya upaya 
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peningkatan koordinasi antar pihak terkait dengan kesamsatan serta upaya 

penyebarluasan informasi melaluis sistem aplikasi berbasis website, sehingga 

dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diharapkan 

berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan pada 

masyarakat. 

 Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan akuntabilitas 

Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020 ini diharapkan dapat dilaksanakan 

secara maksimal sehingga outcome dari 3 (tiga) kegiatan dapat terlaksana 

100%. Berikut nama kegiatan tersebut antara lain : 

Tabel 19 

Target Capaian dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Aksesibilitas, 

Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah  
 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif 
Anggaran 2020 Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target 
Capaian 

Kinerja Prog/ 
Keg 

Hasil Kegiatan 
Target 
Hasil 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

  PROGRAM PENINGK. 
AKSESBILITAS, 
TRANSPARANSI DAN 
AKUNTABILITAS 
PELAYANAN PAJAK 
DAERAH 

Cakupan ketersediaan 
pelayanan drivethru, 
gerai samsat, e-
samsat, samsat 
keliling 

100 %     

269.800.000,0 

1 Jasa SMS Broadcast 
kepada Wajib Pajak 

Jumlah terkirimnya sms 
pemberitahuan jatuh 
tempo pajak kemdaraan 
bermotor 

220000 
Wajib Pajak 

Terciptanya kualitas 
Pelayanan yang Baik 
dan Lancar 100 % 64.800.000,0 

2 Monitoring dan Evaluasi 
Pelayanan Layanan 
Unggulan Samsat 

Jumlah lokasi layanan 
unggulan samsat yang 
dimonitoring 

25 Lokasi 

Jumlah laporan hasil 
evaluasi Layanan 
unggulan samsat 

25 
Laporan 

110.000.000,0 

3 Peningkatan dan 
Pengembangan layanan 
Unggulan Samsat 
Prov.SulSel 

Jumlah ketersediaan 
inovasi layanan 
unggulan samsat bagi 
masyarakat 

1 Inovasi 

Cakupan 
ketersediaan inovasi 
layanan unggulan 
samsat bagi 
masyarakat 

100 % 95.000.000,0 
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2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah.  

 Melalui pelaksanaan program dan kegiatan ini, diharapkan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mewujudkan 

manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien, hal ini 

ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

manajemen kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan, seperti ketersediaan data, monitoring, laporan dan kunjungan kerja, 

program ini memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatannya diarahkan 

pada perwujudan manajemen organisasi yang efektif dan efisien dalam 

upaya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan 

daerah. 

 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan 

daerah Tahun 2020 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal 

sehingga outcome dari 119 (seratus sembilan belas) kegiatan dapat 

terlaksana 100%. Berikut nama kegiatan tersebut antara lain : 

Tabel 20 

Target Capaian dan Indikator Kinerja Program Peningkatan dan 

Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
 

No 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu 

Indikatif 
Anggaran 

2020 
Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Prog/Keg 

Hasil Kegiatan 
Target Hasil 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

  PROGRAM 
PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN 
PENGELOLAAN 
PENDAPATAN 
DAERAH 

% Pertumbuhan 
kenaikan pendapatan 
daerah yang dikelola 
bapenda 

5 % 

  

 
17,416,084,915
.0 

01 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Makassar I Selatan 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

12679 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

950906250 
Rp 

62,884,800.0 
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02 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Makassar II Utara 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

9536 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

715168545 
Rp 

93,024,000.0 

03 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Pare-
Pare 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8087 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

606493545 
Rp 

79,320,000.0 

04 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Palopo 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7881 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

598893750 
Rp 

55,344,000.0 

05 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Bone 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

10314 
SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

773561250 
Rp 

93,744,000.0 

06 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Wajo 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7469 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

586822500 
Rp 

70,944,000.0 

07 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Bantaeng 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8114 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

608541045 
Rp 

76,464,000.0 

08 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Gowa 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

11907 
SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

893025000 
Rp 

89,544,000.0 

09 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Pinrang 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8368 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

627637500 
Rp 

75,960,000.0 

10 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Maros 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8918 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

668823750 
Rp 

77,484,000.0 
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11 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Pangkep 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

9087 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

681463545 
Rp 

32,760,000.0 

12 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Sidrap 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8106 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

607950000 
Rp 

42,144,000.0 

13 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Tana 
Toraja 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8247 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

618463545 
Rp 

48,504,000.0 

14 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Lutim  

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8968 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan PKB 

627637500 
Rp 

60,480,000.0 

15 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Soppeng 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7468 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

560148750 
Rp 

49,800,000.0 

16 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Bulukumba 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

5407 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

405562500 
Rp 

48,744,000.0 

17 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Barru 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8531 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

639843750 
Rp 

62,400,000.0 

18 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Luwu 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7581 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

568575000 
Rp 

66,144,000.0 

19 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Sinjai 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7868 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

590034795 
Rp 

72,000,000.0 

20 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Takalar 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

9120 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan PKB  

683983545 
Rp 

73,800,000.0 
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21 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Selayar 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

5830 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

437181045 
Rp 

31,260,000.0 

22 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Toraja Utara 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7080 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

503763750 
Rp 

66,144,000.0 

23 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL Luwu 
Utara 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

6717 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

503763750 
Rp 

76,939,200.0 

24 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Jeneponto 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7519 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

563928750 
Rp 

77,583,600.0 

25 Pendataan, Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor UPT 
Pendapatan WIL 
Enrekang 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7632 SP3D 

Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

572394795 
Rp 

75,744,000.0 

26 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Makassar I Selatan 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Makassar I Selatan yang 
ditertibkan 

1000 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 1020 Unit 73,740,000.0 

27 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Makassar II Utara 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Makassar II Utara yang 
ditertibkan 

1000 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 1020 Unit 71,400,000.0 

28 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pare-Pare 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Pare-
Pare yang ditertibkan 800 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 820 Unit 53,400,000.0 

29 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Palopo 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Palopo 
yang ditertibkan 

800 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

820 Unit 53,400,000.0 

30 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bone 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Bone 
yang ditertibkan 

1000 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

1020 Unit 64,147,200.0 

31 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Wajo 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Wajo 
yang ditertibkan 900 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 920 Unit 60,000,000.0 
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32 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bantaeng 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Bantaeng yang 
ditertibkan 

500 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 520 Unit 34,320,000.0 

33 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Gowa 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Gowa 
yang ditertibkan 1000 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 1020 Unit 66,282,000.0 

34 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pinrang 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Pinrang 
yang ditertibkan 

800 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

820 Unit 53,760,000.0 

35 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Maros 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Maros 
yang ditertibkan 900 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 920 Unit 65,400,000.0 

36 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pangkep 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Pangkep yang ditertibkan 800 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 820 Unit 49,800,000.0 

37 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Sidrap 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah sidrap 
yang ditertibkan 900 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 920 Unit 67,200,000.0 

38 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Tana Toraja 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah tana 
toraja yang ditertibkan 

500 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

520 Unit 35,400,000.0 

39 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu Timur 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Luwu 
Timur yang ditertibkan 800 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 820 Unit 49,512,000.0 

40 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Soppeng 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Soppeng yang ditertibkan 600 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 620 Unit 37,800,000.0 

41 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bulukumba 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Bulukumba yang 
ditertibkan 

800 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 820 Unit 49,029,600.0 

42 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Barru 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Barru 
yang ditertibkan 600 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 620 Unit 39,600,000.0 

43 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Luwu 
yang ditertibkan 600 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 620 Unit 41,400,000.0 

44 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Sinjai 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Sinjai 
yang ditertibkan 600 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 620 Unit 42,840,000.0 
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45 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Takalar 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Takalar 
yang ditertibkan 600 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 620 Unit 50,400,000.0 

46 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Selayar 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Selayar 
yang ditertibkan 500 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 520 Unit 32,340,000.0 

47 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Toraja Utara 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Toraja 
Utara yang ditertibkan 

500 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

520 Unit 32,340,000.0 

48 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu Utara 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Luwu 
Utara yang ditertibkan 

600 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

620 Unit 45,961,200.0 

49 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Jeneponto 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Jeneponto yang 
ditertibkan 

600 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 620 Unit 42,624,000.0 

50 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Enrekang 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Enrekang yang 
ditertibkan 

500 Unit 

Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 520 Unit 35,400,000.0 

51 Pemeriksaan 
Administrasi 
Pengelolaan 
Pendapatan 

Jumlah laporan 
administrasi pengelolaan 
pendapatan yang 
diperiksa 

30 Laporan 

Rekomendasi hasil 
pemeriksaan 
administrasi 
pengelolaan 
pendapatan 

30 Laporan 241,692,000.0 

52 Monitoring 
Pelaksanaan 
Penertiban dan 
Pendataan 
Subjek/Objek Pajak 

Jumlah laporan hasil 
monitoring pelaksanaan 
penertiban dan 
pendataan subjek/objek 
pajak 

8 Laporan 

Jumlah subjek/objek 
pajak yang terdata 

8 laporan 75,300,000.0 

53 Penyusunan LKPJ, 
Nota Perhitungan 
APBD dan Rekonsiliasi 
Pelaporan Pendapatan 
Daerah 

Jumlah Laporan Target 
dan Realisasi 
Pendapatan Daerah yang 
disusun 

12 Laporan 

Jumlah Laporan 
Data yang Akurat 
Tentang Realisasi 
Penerimaan 
Pendapatan Daerah 

12 Laporan 
Rekonsiliasi 

206,467,200.0 Jumlah Laporan LKPJ 
yang disusun 1 Laporan 

Cakupan Laporan 
LKPJ yang tersedia 

1 Laporan 
LKPJ 

Jumlah Laporan Nota 
Perhitungan yang disusun 1 Laporan 

Cakupan Laporan 
Nota Perhitungan 
yang tersedia 

1 Laporan 
Nota 

Perhitungan 

54 Verifikasi dan Analisa 
Kendaraan Tidak 
Melakukan 
Pendaftaran Ulang 

Laporan hasil verifikasi 
dan analisa kendaraan 
yang tidak melakukan 
pendaftaran ulang 

4 Laporan 

Laporan Kendaraan 
Tidak Melakukan 
Pendaftaran Ulang 4 Laporan 61,440,000.0 

55 Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Sumber-
Sumber Pendapatan 

Jumlah Laporan potensi 
pajak yang belum dikelola 2 Laporan 

Peningkatan jumlah 
potensi pajak 2 Laporan 63,600,000.0 
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56 Penyusunan Peraturan 
Perundang undangan 
Pendapatan Daerah 

Jumlah peraturan 
pelaksanaan teknis 
bidang pendapatan yang 
disusun 

10 Produk 
Hukum 

Peningkatan jumlah 
regulasi bidang 
pendapatan 10 Jenis 97,080,000.0 

57 Asistensi, Monitoring 
dan Evaluasi 
Pemanfaatan Dana 
Pajak Rokok 

Laporan hasil Rapat Kerja 
asistensi, monitoring dan 
evaluasi Pemanfaatan 
dana pajak rokok 

4 Laporan 

Tertibnya 
Pemanfaatan dana 
Pajak rokok 25 Pemda 91,560,000.0 

58 Pemutakhiran Data 
Base Objek dan 
Subjek Pajak Daerah 

Jumlah laporan hasil 
pemutakhiran 4 laporan 

cakupan hasil 
pemutakhiran 4 laporan 62,520,000.0 

59 Penyusunan dan 
Sosialisasi NJKB 

Pergub Tentang NJKB 

75 set 

Tersedianya NJKB 
untuk Perhitungan 
PKB dan BBNKB 

100 % 200,100,000.0 

60 Pembinaan SDM 
Aparatur Sipil 
Pendapatan Daerah 

Jumlah laporan hasil 
pembinaan 18 Laporan 

Laporan hasil 
Pembinaan 18 Laporan 333,626,400.0 

61 Peningkatan 
Pengelolaan Pajak 
Rokok, Pajak Air 
Permukaan dan 
PBBKB 

Jumlah monev dan 
koordinasi 

6 Laporan 

cakupan Hasil 
Laporan monev dan 
koordinasi 6 Laporan 84,000,000.0 

62 Peningkatan 
Pengelolaan PKB dan 
BBNKB 

Jumlah monev, konsultasi 
dan koordinasi 

10 laporan 

cakupan Laporan 
Hasil monev, 
konsultasi dan 
koordinasi 

10 Laporan 91,680,000.0 

63 Evaluasi dan 
Monitoring Retribusi 
Daerah dan PADL 

Jumlah laporan dan berita 
acara monitoring 4 laporan 

cakupan laporan 
dan berita acara 4 Laporan 

90,600,000.0 Jumlah Buku Pendapatan 
daerah Kab/Kota 

50 exp 

Cakupan 
Ketersedian Buku 
Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kota 

50 exp 

64 Evaluasi Penerimaan 
PAD pada UPT 
Bapenda 

Jumlah laporan hasil 
Evaluasi Penerimaan 
PAD 

4 laporan 

cakupan Jumlah 
Laporan Hasil 
Evaluasi 
Penerimaan PAD 

4 Laporan 48,000,000.0 

65 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Palopo 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Palopo 1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 125,760,000.0 

66 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil.Pare-
pare 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Pare-pare 1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 62,880,000.0 

67 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Makassar I Selatan 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Makassar I 
Selatan 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 62,880,000.0 

68 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Bone 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Bone 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

69 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Wajo 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Wajo 

1 Laporan 
Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 
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70 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Maros 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Maros 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

71 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Bantaeng 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Bantaeng 1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 65,280,000.0 

72 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Pangkep 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Pangkep 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

73 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Gowa 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Gowa 

1 laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

74 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Sidrap 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Sidrap 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,400,000.0 

75 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Pinrang 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Pinrang 

1 laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

76 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Tana 
Toraja 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Tana Toraja 1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 62,880,000.0 

77 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 
Timur 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Luwu Timur 

1 laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 125,760,000.0 

78 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Soppeng 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Soppeng 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

79 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Bulukumba 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Bulukumba 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

80 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Jeneponto 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Jeneponto 1 laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 62,880,000.0 

81 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Enrekang 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Enrekang 1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 62,880,000.0 

82 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Luwu 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 125,760,000.0 

83 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
makassar II Utara 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Makassar II 
Utara 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

 



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 

 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 49 

1 2 3 4 5 6 7 

84 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Selayar 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Selayar 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

85 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Toraja Utara 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Toraja Utara 1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 62,880,000.0 

86 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 
Utara 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Luwu Utara 

1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 125,760,000.0 

87 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Barru 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Barru 

1 Laporan 
Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

88 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Sinjai 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Sinjai 

1 Laporan 
Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % 62,880,000.0 

89 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Takalar 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Takalar 1 Laporan 

Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 100 % 62,880,000.0 

90 Tindak Lanjut dan 
Evaluasi Hasil 
Pemeriksaan dan 
Pengawasan 

Jumlah laporan hasil 
tindak lanjut pemeriksaan 
dan pengawasan 

14 Laporan 

Rekomendasi hasil 
tindak lanjut 
pemeriksaan dan 
pengawasan 

14 Laporan 141,000,000.0 

91 Pemutakhiran Data 
Tindak Lanjut 
Pemeriksaan Aparat 
Fungsional 

Jumlah laporan hasil 
pemutakhiran data tindak 
lanjut 8 laporan 

Cakupan hasil 
pemutakhiran data 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan aparat 
fungsional 

8 Laporan 49,800,000.0 

92 Asistensi dan 
Penyusunan Target 
Pokok dan Target 
Perubahan Bidang 
Pendapatan Daerah 

Jumlah laporan hasil 
asistensi penyusunan 
target APBD pokok dan 
perubahan 2 laporan 

cakupan 
ketersediaan 
laporan hasil 
asistensi 
penyusunan target 
APBD pokok dan 
perubahan 

2 laporan 122,880,000.0 

93 Peningkatan Kapasitas 
SDM operator Sistem 
dan Operator Data 

Jumlah peserta pelatihan 
operator sistem dan 
operator data 

75 orang 

Peningkatan 
keahlian aparat 
dalam mengelola 
sistem 

100 % 1,800,000.0 

94 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Makassar I Selatan 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Makassar I Selatan 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 924,048,240.0 

95 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Makassar II Utara 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Makassar II Utara 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 472,584,600.0 

 

 



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 

 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 50 

1 2 3 4 5 6 7 

96 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Pare-pare 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Pare-
pare 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 565,222,800.0 

97 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Palopo 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Palopo 12 laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 laporan 391,894,200.0 

98 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Bone 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Bone 12 laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 laporan 382,306,800.0 

99 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Wajo 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Wajo 12 laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 laporan 366,640,800.0 

100 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Bantaeng 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Bantaeng 

12 laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 laporan 309,414,000.0 

101 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Gowa 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Gowa 12 laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 laporan 610,000,000.0 

102 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Pinrang 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Pinrang 12 laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 laporan 652,000,000.0 

103 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Maros 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Maros 12 laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 laporan 356,200,000.0 

104 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Pangkep 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Pangkep 12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 353,000,000.0 

105 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Sidrap 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Sidrap 12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 496,000,000.0 

106 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Tana Toraja 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Tana 
Toraja 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 290,000,000.0 
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107 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Luwu Timur 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 
Timur 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 laporan 455,000,000.0 

108 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Soppeng 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Soppeng 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 390,000,000.0 

109 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Bulukumba 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Bulukumba 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 398,503,680.0 

110 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Barru 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Barru 12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 393,394,000.0 

111 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Luwu 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 390,000,000.0 

112 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Sinjai 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Sinjai 12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 304,333,459.0 

113 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Takalar 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Takalar 12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 300,000,000.0 

114 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Selayar 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Selayar 12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 300,000,000.0 

115 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Toraja Utara 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Toraja 
Utara 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 300,000,000.0 

116 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Luwu Utara 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 
Utara 

12 laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 360,000,000.0 

117 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Jeneponto 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Jeneponto 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 550,001,136.0 
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118 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Enrekang 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Enrekang 

12 Laporan 

Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 Laporan 250,300,000.0 

119 Penerapan Elektronik 
Tilang (e-Tilang) 

Jumlah terkirimnya surat 
pemberitahuan E-Tilang 

6000 Surat 

Peningkatan 
manajemen 
pelayanan yang 
baik dan lancar 

100 % 60,000,000.0 

 

3.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  

Melalui program dan kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan dapat terlaksana degan baik, serta ketersediaan dan pemanfaatan 

sarana-prasarana aparatur berupa data base, dokumen, barang dan jasa 

serta kantor yang memadai untuk pengelolaan pendapatan dan 

pelayanan. Program ini juga diharapkan mampu memfasilitasi aparatur 

dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

meningkatkan kinerjanya, sehingga akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan daerah dan pemberian pelayanan pada masyarakat. 

 Program administrasi pelayanan perkantoran Tahun 2020 ini 

diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga outcome dari 8 

(delapan) kegiatan dapat terlaksana 100%. Berikut nama kegiatan tersebut 

antara lain : 

Tabel 21 

Target Capaian dan Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

No 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif 
Anggaran 2020 Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Prog/Keg 

Hasil Kegiatan 
Target 
Hasil 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

  PROGRAM 
PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

% Pemenuhan 
administrasi 
perkantoran  100 % 

  

 
21.145.902.475,49 

01 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah biaya tagihan 
telepon, air dan listrik 12 Bulan 

Ketersediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
daya air dan listrik 

4 Jenis 8.303.379.487,49 
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02 Penyediaan Jasa 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Jumlah pajak 
kendaraan 
dinas/operasional Roda 
4 yang terbayarkan 

68 Unit 

Ketersediaan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 
Roda 4 

68 Unit 

114.000.000,0 
Jumlah pajak 
kendaraan 
dinas/operasional Roda 
2 yang terbayarkan 

107 Unit 

Ketersediaan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 
Roda 2 

107 Unit 

03 Penyediaan Jasa 
Tenaga Non PNS 

Jumlah Jasa Tenaga 
Non PNS 193 Orang 

Peningkatan 
Kesejahteraan Non 
PNS 

100 % 8.060.000.000,0 

04 Penyediaan Alat Tulis 
Kantor, Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah ATK yang 
tersedia 60 Jenis 

ATK 

Ketersediaan Alat 
Tulis Kantor 

100 % 2.306.951.160,0 

05 Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 
tersedia 

454 Unit 

Ketersediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

100 % 60.042.000,0 

06 Penyediaan Makanan 
dan Minuman 

Jumlah biaya jamuan 
makan dan minum 
yang tersedia 

4 Jenis 
Ketersediaan 
Makanan dan 
Minuman 

100 % 1.144.440.000,0 

07 Pelaksanaan dan 
Keikutsertaan 
Pameran 

Jumlah Keikutsertaan 
dalam Pameran 

2 Pameran 

Peningkatan 
Partisipasi dalam 
Pameran 
Pembangunan 

100 % 450.000.000,0 

08 Rapat-rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam 
dan Luar Daerah 

Jumlah perjalan Dinas 
Dalam Daerah 

556 Kali 

Peningkatan Jumlah 
Koordinasi/Konsultasi 
Kedinasan dalam 
daerah 

438 
Orang 

707.089.828,0 Jumlah Perjalanan 
Dinas Luar Daerah 

15 Kali 

Peningkatan Jumlah 
Koordinasi/Konsultasi 
Kedinasan Luar 
daerah 

27 orang 

 

4.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan ini, diharapkan                      

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mampu meningkatkan  

kinerja organisasi, hal ini ditunjang sarana dan prasarana yang memadai 

guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya 

peningkatan capaian pendapatan daerah. 

 Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD Tahun 2020 ini 

diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga outcome dari 6 

(enam) kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Berikut nama kegiatan 

tersebut antara lain : 
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Tabel 22 

Target Capaian dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif 
Anggaran 2020 Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Prog/Keg 

Hasil Kegiatan 
Target Hasil 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

  PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

% Pemenuhan 
sarana prasarana 
perkantoran  100 % 

  

 
13,805,155,600.0 

01 Pembangunan Gedung 
Kantor / Asrama 

Jumlah Unit gedung 
kantor/asrama yang 
dibangun 1 Unit 

Ketersediaan 
gedung 
kantor/Asrama 
sesuai kebutuhan 

100 % 3,500,000,000.0 

02 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 
Kantor / Asrama 

Jumlah Unit gedung 
kantor/asrama yang 
dipelihara 26 Unit 

Ketersediaan 
gedung 
kantor/asrama 
dalam kondisi 
baik 

100 % 1,365,328,400.0 

03 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala dan 
Penggantian Suku 
Cadang Kendaraan 
Jabatan/Dinas 

Jumlah kendaraan 
jabatan/dinas yang 
dipelihara 173 Unit 

Ketersediaan 
kendaraan 
jabatan/dinas 
dalam kondisi 
baik 

100 % 1,979,827,200.0 

04 Pengadaan Perlengkapan 
dan Peralatan Kantor 

Jumlah 
perlengkapan dan 
peralatan gedung 
kantor yang tersedia 

468 Unit 

Ketersediaan 
perlengkapan dan 
peralatan gedung 
kantor sesuai 
kebutuhan 

100 % 5,860,000,000.0 

05 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah 
perlengkapan dan 
peralatan gedung 
kantor yang 
dipelihara 

1146 Unit 

Ketersediaan 
perlengkapan dan 
peralatan gedung 
kantor dalam 
kondisi baik 

100 % 850,000,000.0 

06 Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi/Aplikasi/Website 

Jumlah Sistem 
Informasi/Aplikasi 
yang dipelihara dan 
dikembangkan 

4 Sistem 
Informasi/ 
Aplikasi 

Ketersediaan 
Sistem 
Informasi/Aplikasi 
yang terupdate 

100 % 

250,000,000.0 
Jumlah 
Berita/Informasi yang 
diposting di Website 

120 Berita/ 
Informasi 

Ketersediaan 
Berita/Informasi 
yang dibutuhkan 100 % 

 

5.  Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja  

 Melalui pelaksanaan program dan kegiatan ini, diharapkan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mampu meningkatkan kinerja 



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 

 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 55 

organisasi, hal ini ditunjang dengan kemampuan aparatur dalam 

mengaplikasikan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah dengan 

baik serta diharapkan mampu menilai tentang hasil pelaksanaan kegiatan 

sehingga dapat membuat suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap 

realisasi tiap-tiap kegiatan baik fisik maupun keuangannya dan tentunya 

pula diharapkan adanya kemapuan dalam mengukur program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk setiap tahunnya. 

 Program peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal 

sehingga outcome dari 5 (lima) kegiatan dapat terlaksana 100%. Berikut 

nama kegiatan tersebut antara lain : 

 

Tabel 23 

Target Capaian dan Indikator Kinerja Program Peningkatan 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif 
Anggaran 2020 Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Prog/Keg 

Hasil Kegiatan 
Target Hasil 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

  PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERENCANAAN, 
PENGANGGARAN DAN 
EVALUASI KINERJA 

% Keterpenuhan 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan kinerja 
tepat waktu  

100 % 

  

 
810,055,760.0 

01 Penyusunan dan Evaluasi 
Dokumen Perencanaan 
dan Penganggaran 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
RKA dan DPA baik 
Pokok dan 
Perubahan yang 
tersusun 

2 Dokumen 

Ketersediaan Dok 
Rencana 
Anggaran PD 
Pokok/Perubahan 

2 Dokumen 

540,995,760.0 

Jumlah Dok Renja 
dan Perubahan 
Renja yang disusun 
dan ditetapkan 

2 Dokumen 

Ketersediaan Dok 
Rencana 1 
Tahunan 2 Dokumen 

Jumlah Dok Renstra 
PD yang disusun dan 
ditetapkan 

0 Dokumen 
Ketersediaan Dok 
Rencana 5 
Tahunan 

0 Dokumen 

Jumlah Dok Evaluasi 
PD yang tersusun 
dan dilaporkan 

4 Dokumen 
Ketersediaan Dok 
Evaluasi PD 
setiap Triwulan 

4 Dokumen 
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 Pengumpulan dan 
Publikasi Data dan 
Informasi OPD 

Jumlah Laporan Data 
dan Informasi yang 
dikumpulkan 

34 Laporan 
Ketersediaan 
Data & Informasi 
yang dibutuhkan 

100 % 

130,000,000.0 Jumlah Data dan 
Informasi yang 
terpublikasi 4 Jenis 

Ketersediaan 
Data & Informasi 
yang 
dipublikasikan 

4 % 

03 Penyusunan dan 
Pengelolaan Administrasi 
Keuangan 

Jumlah Laporan 
Administrasi 
Keuangan 

12 Laporan 
Ketersediaan Lap 
Administrasi 
Keuangan PD 

100 % 103,560,000.0 

04 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Semesteran 
dan Akhir Tahun 

Jumlah laporan 
keuangan 
semesteran dan akhir 
tahun yang disusun 

2 Laporan 

Ketersediaan Lap 
keuangan 
semesteran dan 
akhir tahun 

100 % 24,500,000.0 

05 Penyusunan Pelaporan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Jumlah laporan 
prognosis realisasi 
anggaran yang 
disusun 

1 Laporan 

Ketersediaan 
laporan prognosis 
realisasi 
keuangan 

100 % 11,000,000.0 

 

6. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

 Melalui pelaksanaan program dan kegiatan ini, diharapkan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mampu meningkatkan kinerja 

organisasi, hal ini ditunjang dengan kemampuan aparatur dalam 

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan 

pendapatan daerah dengan baik. 

 Program peningkatan disipilin dan Kapasitas sumber daya aparatur 

Tahun 2020 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga 

outcome dari 4 (empat) kegiatan dapat terlaksana 100%. Berikut nama 

kegiatan tersebut pada tabel 24 : 
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Tabel 24 

Target Capaian dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Disiplin dan 

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif 
Anggaran 2020 Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 
Kinerja 

Prog/Keg 
Hasil Kegiatan 

Target 
Hasil 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

  PROGRAM 
PENINGKATAN 
DISIPLIN DAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA APARATUR 

% ASN berkinerja 
sangat baik  

100 % 

  

 
1.785.300.000,0 

01 Penyusunan dan 
Pengelolaan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Aparat OPD 
yang kelola 
administrasi 
kepegawaiannya 

462 Orang 

Ketersediaan 
Administrasi 
Kepegawaian 
aparat OPD 

100 % 

30.000.000,0 
Jumlah laporan 
administrasi 
kepegawaian yang 
disusun 

12 Laporan 

Ketersediaan 
laporan 
administrasi 
kepegawaian 

100 % 

02 Pengadaan Pakaian 
Dinas dan Pakaian 
KORPRI Beserta 
Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian 
Dinas dan Pakaian 
KORPRI Beserta 
Perlengkapannya 
yang tersedia 

953 Pasang 

Ketersediaan 
Pakaian Dinas 
dan Pakaian 
KORPRI beserta 
Perlengkapannya 
sesuai kebutuhan 

100 % 850.300.000,0 

03 Pengadaan Pakaian 
Dinas Lapangan dan 
Pakaian Khusus Hari-hari 
tertentu 

Jumlah Pakaian 
Dinas Lapangan dan 
Pakaian Khusus 
Hari-hari tertentu 
yang tersedia 

1046 Pasang 

Ketersediaan 
Pakaian Dinas 
Lapangan dan 
Pakaian Khusus 
hari-hari tertentu 
sesuai kebutuhan 

100 % 840.000.000,0 

04 Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah peserta 
sosialisasi peraturan 
perundang-undangan 

150 Orang 

Peningkatan 
Jumlah aparat 
yang memahami 
peraturan 
perundang-
undangan 

150 
Orang 

65.000.000,0 

 

 Dari uraian diatas terdapat 6 (enam) program yang terurai dalam 145 

(seratus empat puluh lima) kegiatan yang tercantum dalam Renstra 2018-

2023 Badan Pendapatan Daerah dan RKPD Tahun 2020 pada Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 tidak dapat diakomodir secara 

keseluruhan karena terbatasnya anggaran yang di alokasikan pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.   
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Tabel 25 

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Prov. SulSel 

Tahun  2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) 
Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2021 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Target Capaian 
Kinerja 

Program/Kegia
tan 

Hasil Kegiatan 
Target 
Hasil 

Kegiatan 

Lokasi 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Program/Kegi
atan 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif Renja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 
    

Fungsi Penunjang Pemerintahan 
 

                

3 2 
   

Keuangan 
 

                

3 2 01 
  

Badan Pendapatan Daerah 
 

                

3 2 01 5   PROGRAM 
PENINGKATAN 
AKSESBILITAS, 
TRANSPARANSI 
DAN 
AKUNTABILITAS 
PELAYANAN PAJAK 
DAERAH 

Cakupan ketersediaan 
pelayanan drivethru, 
gerai samsat, e-samsat, 
samsat keliling 

100 %       269.800.000,0   100 % 327.760.000,0 

3 2 01 5 01 Jasa SMS Broadcast 
kepada Wajib Pajak 

Jumlah terkirimnya sms 
pemberitahuan jatuh 
tempo pajak kemdaraan 
bermotor 

220000 
Wajib Pajak 

Terciptanya 
kualitas Pelayanan 
yang Baik dan 
Lancar 

100 % Kota 
Makassar 

64.800.000,0 APBD 
Prov 

242000 
Wajib Pajak 

77.760.000,0 

3 2 01 5 02 Monitoring dan 
Evaluasi Pelayanan 
Layanan Unggulan 
Samsat 

Jumlah lokasi layanan 
unggulan samsat yang 
dimonitoring 

25 Lokasi Jumlah laporan 
hasil evaluasi 
Layanan unggulan 
samsat 

25 
Laporan 

Kota 
Makassar 

110.000.000,0 APBD 
Prov 

25 Lokasi 130.000.000,0 

3 2 01 5 03 Peningkatan dan 
Pengembangan 
layanan Unggulan 
Samsat Prov.SulSel 

Jumlah ketersediaan 
inovasi layanan unggulan 
samsat bagi masyarakat 

1 Inovasi Cakupan 
ketersediaan 
inovasi layanan 
unggulan samsat 
bagi masyarakat 

100 % Kota 
Makassar 

95.000.000,0 APBD 
Prov 

1 Inovasi 120.000.000,0 
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3 2 01 6   PROGRAM 
PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN 
PENGELOLAAN 
PENDAPATAN 
DAERAH 

% Pertumbuhan 
kenaikan pendapatan 
daerah yang dikelola 
bapenda 

5 %       17.416.084.915,0 APBD 
Prov 

5 % 19.652.698.277,0 

3 2 01 6 01 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Makassar I Selatan 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

12679 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

950906250 
Rp 

Kota 
Makassar 

62.884.800,0 APBD 
Prov 

13313 
SP3D 

75.461.760,0 

3 2 01 6 02 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Makassar II Utara 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

9536 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

715168545 
Rp 

Kota 
Makassar 

93.024.000,0 APBD 
Prov 

10013 
SP3D 

111.628.800,0 

3 2 01 6 03 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pare-Pare 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8087 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

606493545 
Rp 

Kota 
Parepare 

79.320.000,0 APBD 
Prov 

8491 SP3D 95.184.000,0 

3 2 01 6 04 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Palopo 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7881 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

598893750 
Rp 

Kota Palopo 55.344.000,0 APBD 
Prov 

8275 SP3D 66.412.800,0 

3 2 01 6 05 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bone 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

10314 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

773561250 
Rp 

Kabupaten 
Bone 

93.744.000,0 APBD 
Prov 

10830 
SP3D 

112.492.800,0 

3 2 01 6 06 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Wajo 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7469 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

586822500 
Rp 

Kabupaten 
Wajo 

70.944.000,0 APBD 
Prov 

7842 SP3D 85.132.800,0 
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3 2 01 6 07 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bantaeng 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8114 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

608541045 
Rp 

Kabupaten 
Bantaeng 

76.464.000,0 APBD 
Prov 

8520 SP3D 91.756.800,0 

3 2 01 6 08 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Gowa 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

11907 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

893025000 
Rp 

Kabupaten 
Gowa 

89.544.000,0 APBD 
Prov 

12502 
SP3D 

107.452.800,0 

3 2 01 6 09 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pinrang 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8368 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

627637500 
Rp 

Kabupaten 
Pinrang 

75.960.000,0 APBD 
Prov 

8786 SP3D 91.152.000,0 

3 2 01 6 10 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Maros 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8918 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

668823750 
Rp 

Kabupaten 
Maros 

77.484.000,0 APBD 
Prov 

9364 SP3D 92.980.800,0 

3 2 01 6 11 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pangkep 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

9087 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

681463545 
Rp 

Kabupaten 
Pangkajene 
dan 
Kepulauan 

32.760.000,0 APBD 
Prov 

9541 SP3D 39.312.000,0 

3 2 01 6 12 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Sidrap 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8106 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

607950000 
Rp 

Kabupaten 
Sidenreng 
Rappang 

42.144.000,0 APBD 
Prov 

8511 SP3D 50.572.800,0 

3 2 01 6 13 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Tana Toraja 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8247 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

618463545 
Rp 

Kabupaten 
Tana Toraja 

48.504.000,0 APBD 
Prov 

8659 SP3D 58.204.800,0 
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3 2 01 6 14 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu Timur 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8968 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

627637500 
Rp 

Kabupaten 
Luwu Timur 

60.480.000,0 APBD 
Prov 

9386 SP3D 72.576.000,0 

3 2 01 6 15 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Soppeng 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7468 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

560148750 
Rp 

Kabupaten 
Soppeng 

49.800.000,0 APBD 
Prov 

7506 SP3D 59.760.000,0 

3 2 01 6 16 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bulukumba 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

5407 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

405562500 
Rp 

Kabupaten 
Bulukumba 

48.744.000,0 APBD 
Prov 

5677 SP3D 58.492.800,0 

3 2 01 6 17 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Barru 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

8531 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

639843750 
Rp 

Kabupaten 
Barru 

62.400.000,0 APBD 
Prov 

8958 SP3D 74.880.000,0 

3 2 01 6 18 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7581 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

568575000 
Rp 

Kabupaten 
Luwu 

66.144.000,0 APBD 
Prov 

7960 SP3D 79.372.800,0 

3 2 01 6 19 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Sinjai 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7868 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

590034795 
Rp 

Kabupaten 
Sinjai 

72.000.000,0 APBD 
Prov 

8261 SP3D 86.400.000,0 

3 2 01 6 20 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Takalar 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

9120 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

683983545 
Rp 

Kabupaten 
Takalar 

73.800.000,0 APBD 
Prov 

9576 SP3D 88.560.000,0 
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3 2 01 6 21 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Selayar 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

5830 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

437181045 
Rp 

Kabupaten 
Kepulauan 
Selayar 

31.260.000,0 APBD 
Prov 

6121 SP3D 37.512.000,0 

3 2 01 6 22 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Toraja Utara 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7080 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

503763750 
Rp 

Kabupaten 
Toraja Utara 

66.144.000,0 APBD 
Prov 

7434 SP3D 79.372.800,0 

3 2 01 6 23 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu Utara 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

6717 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

503763750 
Rp 

Kabupaten 
Luwu Utara 

76.939.200,0 APBD 
Prov 

7053 SP3D 92.327.040,0 

3 2 01 6 24 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Jeneponto 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7519 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

563928750 
Rp 

Kabupaten 
Jeneponto 

77.583.600,0 APBD 
Prov 

7895 SP3D 93.100.320,0 

3 2 01 6 25 Pendataan, 
Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Enrekang 

Jumlah SP3D yang 
Disampaikan kepada 
Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 

7632 SP3D Jumlah Nilai 
Pendapatan dari 
Hasil Pendataan 
dan Penagihan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 

572394795 
Rp 

Kabupaten 
Enrekang 

75.744.000,0 APBD 
Prov 

8014 SP3D 90.892.800,0 

3 2 01 6 26 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Makassar I Selatan 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Makassar I Selatan yang 
ditertibkan 

1000 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

1020 Unit Kota 
Makassar 

73.740.000,0 APBD 
Prov 

1000 Unit 88.488.000,0 

3 2 01 6 27 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Makassar II Utara 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Makassar II Utara yang 
ditertibkan 

1000 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

1020 Unit Kota 
Makassar 

71.400.000,0 APBD 
Prov 

1000 Unit 85.680.000,0 

3 2 01 6 28 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pare-Pare 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Pare-
Pare yang ditertibkan 

800 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

820 Unit Kota Parepare 53.400.000,0 APBD 
Prov 

800 Unit 64.080.000,0 
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3 2 01 6 29 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Palopo 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Palopo 
yang ditertibkan 

800 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

820 Unit Kota Palopo 53.400.000,0 APBD 
Prov 

800 Unit 64.080.000,0 

3 2 01 6 30 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bone 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Bone 
yang ditertibkan 

1000 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

1020 Unit Kabupaten 
Bone 

64.147.200,0 APBD 
Prov 

1000 Unit 76.976.640,0 

3 2 01 6 31 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Wajo 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Wajo 
yang ditertibkan 

900 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

920 Unit Kabupaten 
Wajo 

60.000.000,0 APBD 
Prov 

900 Unit 72.000.000,0 

3 2 01 6 32 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bantaeng 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Bantaeng yang 
ditertibkan 

500 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

520 Unit Kabupaten 
Bantaeng 

34.320.000,0 APBD 
Prov 

500 Unit 41.184.000,0 

3 2 01 6 33 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Gowa 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Gowa 
yang ditertibkan 

1000 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

1020 Unit Kabupaten 
Gowa 

66.282.000,0 APBD 
Prov 

1000 Unit 79.538.400,0 

3 2 01 6 34 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pinrang 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Pinrang 
yang ditertibkan 

800 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

820 Unit Kabupaten 
Pinrang 

53.760.000,0 APBD 
Prov 

800 Unit 64.512.000,0 

3 2 01 6 35 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Maros 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Maros 
yang ditertibkan 

900 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

920 Unit Kabupaten 
Maros 

65.400.000,0 APBD 
Prov 

900 Unit 78.480.000,0 

3 2 01 6 36 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Pangkep 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Pangkep yang ditertibkan 

800 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

820 Unit Kabupaten 
Pangkajene 
dan 
Kepulauan 

49.800.000,0 APBD 
Prov 

800 Unit 59.760.000,0 

3 2 01 6 37 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Sidrap 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah sidrap 
yang ditertibkan 

900 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

920 Unit Kabupaten 
Sidenreng 
Rappang 

67.200.000,0 APBD 
Prov 

900 Unit 80.640.000,0 

3 2 01 6 38 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Tana Toraja 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah tana 
toraja yang ditertibkan 

500 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

520 Unit Kabupaten 
Tana Toraja 

35.400.000,0 APBD 
Prov 

500 Unit 42.480.000,0 
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3 2 01 6 39 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu Timur 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Luwu 
Timur yang ditertibkan 

800 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

820 Unit Kabupaten 
Luwu Timur 

49.512.000,0 APBD 
Prov 

800 Unit 59.414.400,0 

3 2 01 6 40 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Soppeng 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Soppeng yang ditertibkan 

600 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

620 Unit Kabupaten 
Soppeng 

37.800.000,0 APBD 
Prov 

600 Unit 45.360.000,0 

3 2 01 6 41 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Bulukumba 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Bulukumba yang 
ditertibkan 

800 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

820 Unit Kabupaten 
Bulukumba 

49.029.600,0 APBD 
Prov 

800 Unit 58.825.520,0 

3 2 01 6 42 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Barru 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Barru 
yang ditertibkan 

600 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

620 Unit Kabupaten 
Barru 

39.600.000,0 APBD 
Prov 

600 Unit 47.520.000,0 

3 2 01 6 43 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Luwu 
yang ditertibkan 

600 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

620 Unit Kabupaten 
Luwu 

41.400.000,0 APBD 
Prov 

600 Unit 49.680.000,0 

3 2 01 6 44 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Sinjai 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Sinjai 
yang ditertibkan 

600 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

620 Unit Kabupaten 
Sinjai 

42.840.000,0 APBD 
Prov 

600 Unit 51.408.000,0 

3 2 01 6 45 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Takalar 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Takalar 
yang ditertibkan 

600 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

620 Unit Kabupaten 
Takalar 

50.400.000,0 APBD 
Prov 

600 Unit 60.480.000,0 

3 2 01 6 46 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Selayar 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Selayar 
yang ditertibkan 

500 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

520 Unit Kabupaten 
Kepulauan 
Selayar 

32.340.000,0 APBD 
Prov 

500 Unit 38.808.000,0 

3 2 01 6 47 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Toraja Utara 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Toraja 
Utara yang ditertibkan 

500 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

520 Unit Kabupaten 
Toraja Utara 

32.340.000,0 APBD 
Prov 

500 Unit 38.808.000,0 

3 2 01 6 48 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Luwu Utara 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah Luwu 
Utara yang ditertibkan 

600 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

620 Unit Kabupaten 
Luwu Utara 

45.961.200,0 APBD 
Prov 

600 Unit 55.153.440,0 
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3 2 01 6 49 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Jeneponto 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Jeneponto yang 
ditertibkan 

600 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

620 Unit Kabupaten 
Jeneponto 

42.624.000,0 APBD 
Prov 

600 Unit 51.148.800,0 

3 2 01 6 50 Penertiban Pajak 
Kendaraan Bermotor 
UPT Pendapatan WIL 
Enrekang 

Jumlah unit kendaraan 
bermotor wilayah 
Enrekang yang 
ditertibkan 

500 Unit Nilai jumlah Unit 
Kendaraan yang 
ditertibkan 

520 Unit Kabupaten 
Enrekang 

35.400.000,0 APBD 
Prov 

500 Unit 42.480.000,0 

3 2 01 6 51 Pemeriksaan 
Administrasi 
Pengelolaan 
Pendapatan 

Jumlah laporan 
administrasi pengelolaan 
pendapatan yang 
diperiksa 

30 Laporan Rekomendasi hasil 
pemeriksaan 
administrasi 
pengelolaan 
pendapatan 

30 
Laporan 

Kota 
Makassar 

241.692.000,0 APBD 
Prov 

30 Laporan 290.030.400,0 

3 2 01 6 52 Monitoring 
Pelaksanaan 
Penertiban dan 
Pendataan 
Subjek/Objek Pajak 

Jumlah laporan hasil 
monitoring pelaksanaan 
penertiban dan 
pendataan subjek/objek 
pajak 

8 Laporan Jumlah 
subjek/objek pajak 
yang terdata 

8 
laporan 

Kota 
Makassar 

75.300.000,0 APBD 
Prov 

8 Laporan 90.360.000,0 

3 
 
 

2 
 
 

01 6 53 Penyusunan LKPJ, 
Nota Perhitungan 
APBD dan 
Rekonsiliasi 
Pelaporan 
Pendapatan Daerah 

Jumlah Laporan Target 
dan Realisasi 
Pendapatan Daerah 
yang disusun 

12 Laporan Jumlah Laporan 
Data yang Akurat 
Tentang Realisasi 
Penerimaan 
Pendapatan 
Daerah 

12 
Laporan 
Rekonsilias
i 

Kota 
Makassar 

206.467.200,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 247.760.640,0 

Jumlah Laporan LKPJ 
yang disusun 

1 Laporan Cakupan Laporan 
LKPJ yang 
tersedia 

1 Lap LKPJ 1 Laporan 

Jumlah Laporan Nota 
Perhitungan yang 
disusun 

1 Laporan Cakupan Laporan 
Nota Perhitungan 
yang tersedia 

1 Lap Nota 
Perhitunga
n 

1 Laporan 

3 2 01 6 54 Verifikasi dan Analisa 
Kendaraan Tidak 
Melakukan 
Pendaftaran Ulang 

Laporan hasil verifikasi 
dan analisa kendaraan 
yang tidak melakukan 
pendaftaran ulang 

4 Laporan Laporan 
Kendaraan Tidak 
Melakukan 
Pendaftaran Ulang 

4 
Laporan 

Kota 
Makassar 

61.440.000,0 APBD 
Prov 

4 Laporan 73.728.000,0 

3 2 01 6 55 Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi 
Sumber-Sumber 
Pendapatan 

Jumlah Laporan potensi 
pajak yang belum 
dikelola 

2 Laporan Peningkatan 
jumlah potensi 
pajak 

2 
Laporan 

Kota 
Makassar 

63.600.000,0 APBD 
Prov 

2 Laporan 76.320.000,0 

3 2 01 6 56 Penyusunan 
Peraturan Perundang 
undangan 
Pendapatan Daerah 

Jumlah peraturan 
pelaksanaan teknis 
bidang pendapatan yang 
disusun 

10 Produk 
Hukum 

Peningkatan 
jumlah regulasi 
bidang pendapatan 

10 Jenis Kota 
Makassar 

97.080.000,0 APBD 
Prov 

10 Produk 
Hukum 

116.496.000,0 
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3 2 01 6 57 Asistensi, Monitoring 
dan Evaluasi 
Pemanfaatan Dana 
Pajak Rokok 

Laporan hasil Rapat 
Kerja asistensi, 
monitoring dan evaluasi 
Pemanfaatan dana pajak 
rokok 

4 Laporan Tertibnya 
Pemanfaatan dana 
Pajak rokok 

25 
Pemda 

Kota 
Makassar 

91.560.000,0 APBD 
Prov 

4 Laporan 109.872.000,0 

3 2 01 6 58 Pemutakhiran Data 
Base Objek dan 
Subjek Pajak Daerah 

Jumlah laporan hasil 
pemutakhiran 

4 laporan cakupan hasil 
pemutakhiran 

4 
laporan 

Kota 
Makassar 

62.520.000,0 APBD 
Prov 

4 laporan 75.024.000,0 

3 2 01 6 59 Penyusunan dan 
Sosialisasi NJKB 

Pergub Tentang NJKB 75 set Tersedianya NJKB 
untuk Perhitungan 
PKB dan BBNKB 

100 % Kota 
Makassar 

200.100.000,0 APBD 
Prov 

75 set 240.120.000,0 

3 2 01 6 60 Pembinaan SDM 
Aparatur Sipil 
Pendapatan Daerah 

Jumlah laporan hasil 
pembinaan 

18 Laporan Laporan hasil 
Pembinaan 

18 
Laporan 

Kota 
Makassar 

333.626.400,0 APBD 
Prov 

18 Laporan 400.351.680,0 

3 2 01 6 61 Peningkatan 
Pengelolaan Pajak 
Rokok, Pajak Air 
Permukaan dan 
PBBKB 

Jumlah monev dan 
koordinasi 

6 Laporan cakupan Hasil 
Laporan monev 
dan koordinasi 

6 
Laporan 

Kota 
Makassar 

84.000.000,0 APBD 
Prov 

6 Laporan 100.800.000,0 

3 2 01 6 62 Peningkatan 
Pengelolaan PKB dan 
BBNKB 

Jumlah monev, 
konsultasi dan koordinasi 

10 laporan cakupan Laporan 
Hasil monev, 
konsultasi dan 
koordinasi 

10 
Laporan 

Kota 
Makassar 

91.680.000,0 APBD 
Prov 

10 laporan 110.016.000,0 

3 
 

2 
 

01 6 63 Evaluasi dan 
Monitoring Retribusi 
Daerah dan PADL 

Jumlah laporan dan 
berita acara monitoring 

4 laporan cakupan laporan 
dan berita acara 

4 
Laporan 

Kota 
Makassar 

90.600.000,0 APBD 
Prov 

4 laporan 108.720.000,0 

Jumlah Buku 
Pendapatan daerah 
Kab/Kota 

50 exp Cakupan 
Ketersedian Buku 
Pendapatan 
Daerah Kabupaten 
Kota 

50 exp 50 exp 

3 2 01 6 64 Evaluasi Penerimaan 
PAD pada UPT 
Bapenda 

Jumlah laporan hasil 
Evaluasi Penerimaan 
PAD 

4 laporan cakupan Jumlah 
Laporan Hasil 
Evaluasi 
Penerimaan PAD 

4 
Laporan 

Kota 
Makassar 

48.000.000,0 APBD 
Prov 

4 laporan 57.600.000,0 

3 2 01 6 65 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Palopo 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Palopo 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kota 
Palopo 

125.760.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 150.912.000,0 

3 2 01 6 66 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil.Pare-
pare 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Pare-pare 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kota 
Parepare 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 
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3 2 01 6 67 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Makassar I Selatan 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Makassar I 
Selatan 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kota 
Makassar 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 68 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Bone 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Bone 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Bone 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 69 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Wajo 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Wajo 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Wajo 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 70 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Maros 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Maros 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Maros 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 71 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Bantaeng 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Bantaeng 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Bantaeng 

65.280.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 78.336.000,0 

3 2 01 6 72 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Pangkep 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Pangkep 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Pangkajene 
dan 
Kepulauan 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 73 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Gowa 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Gowa 

1 laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Gowa 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 74 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Sidrap 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Sidrap 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Sidenreng 
Rappang 

62.400.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 74.880.000,0 

3 2 01 6 75 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Pinrang 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Pinrang 

1 laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Pinrang 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 76 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Tana 
Toraja 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Tana Toraja 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Tana Toraja 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 77 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 
Timur 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Luwu Timur 

1 laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Luwu Timur 

125.760.000,0 APBD 
Prov 

1 laporan 150.912.000,0 
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3 2 01 6 78 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Soppeng 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Soppeng 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Soppeng 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 79 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Bulukumba 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Bulukumba 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Bulukumba 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 80 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Jeneponto 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Jeneponto 

1 laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
jeneponto 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 81 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Enrekang 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Enrekang 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Enrekang 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 82 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Luwu 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Luwu 

125.760.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 150.912.000,0 

3 2 01 6 83 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
makassar II Utara 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Makassar II 
Utara 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kota 
Makassar 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 84 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Selayar 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Selayar 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Kepulauan 
Selayar 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 85 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Toraja Utara 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Toraja Utara 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Toraja Utara 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 86 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 
Utara 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Luwu Utara 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Luwu Utara 

125.760.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 150.912.000,0 

3 2 01 6 87 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Barru 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Barru 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Barru 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 88 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Sinjai 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Sinjai 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Sinjai 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 
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3 2 01 6 89 Sosialisasi Pajak 
Daerah UPT 
Pendapatan Wil. 
Takalar 

Jumlah Laporan hasil 
Sosialisasi Pajak Daerah 
UPT. Wil Takalar 

1 Laporan Peningkatan 
Penerimaan pajak 
Daerah 

100 % Kabupaten 
Takalar 

62.880.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 75.456.000,0 

3 2 01 6 90 Tindak Lanjut dan 
Evaluasi Hasil 
Pemeriksaan dan 
Pengawasan 

Jumlah laporan hasil 
tindak lanjut pemeriksaan 
dan pengawasan 

14 Laporan Rekomendasi hasil 
tindak lanjut 
pemeriksaan dan 
pengawasan 

14 
Laporan 

Kota 
Makassar 

141.000.000,0 APBD 
Prov 

14 Laporan 169.200.000,0 

3 2 01 6 91 Pemutakhiran Data 
Tindak Lanjut 
Pemeriksaan Aparat 
Fungsional 

Jumlah laporan hasil 
pemutakhiran data tindak 
lanjut 

8 laporan Cakupan hasil 
pemutakhiran data 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan 
aparat fungsional 

8 
Laporan 

Kota 
Makassar 

49.800.000,0 APBD 
Prov 

8 laporan 59.760.000,0 

3 2 01 6 92 Asistensi dan 
Penyusunan Target 
Pokok dan Target 
Perubahan Bidang 
Pendapatan Daerah 

Jumlah laporan hasil 
asistensi penyusunan 
target APBD pokok dan 
perubahan 

2 laporan cakupan 
ketersediaan lap 
hasil asistensi 
penyusunan target 
APBD pokok dan 
perubahan 

2 
laporan 

Kota 
Makassar 

122.880.000,0 APBD 
Prov 

2 laporan 147.456.000,0 

3 2 01 6 93 Peningkatan 
Kapasitas SDM 
operator Sistem dan 
Operator Data 

Jumlah peserta pelatihan 
operator sistem dan 
operator data 

75 orang Peningkatan 
keahlian aparat 
dalam mengelola 
sistem 

100 % Kota 
Makassar 

1.800.000,0 APBD 
Prov 

75 orang 2.160.000,0 

3 2 01 6 96 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Makassar I Selatan 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Makassar I Selatan 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kota 
Makassar 

924.048.240,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 1.108.867.888,0 

3 2 01 6 97 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Makassar II Utara 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Makassar II Utara 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kota 
Makassar 

472.584.600,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 567.101.520,0 

3 2 01 6 98 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Pare-pare 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Pare-
pare 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kota 
Parepare 

565.222.800,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 678.267.360,0 

3 2 01 6 99 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Palopo 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Palopo 

12 laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
laporan 

Kota 
Palopo 

391.894.200,0 APBD 
Prov 

12 laporan 470.273.040,0 
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3 2 01 6 100 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Bone 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Bone 

12 laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
laporan 

Kabupaten 
Bone 

382.306.800,0 APBD 
Prov 

12 laporan 458.768.160,0 

3 2 01 6 101 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Wajo 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Wajo 

12 laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
laporan 

Kabupaten 
Wajo 

366.640.800,0 APBD 
Prov 

12 laporan 439.968.960,0 

3 2 01 6 102 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Bantaeng 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Bantaeng 

12 laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
laporan 

Kabupaten 
Bantaeng 

309.414.000,0 APBD 
Prov 

12 laporan 371.296.800,0 

3 2 01 6 103 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Gowa 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Gowa 

12 laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
laporan 

Kabupaten 
Gowa 

610.000.000,0 APBD 
Prov 

12 laporan 550.000.000,0 

3 2 01 6 104 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Pinrang 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Pinrang 

12 laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
laporan 

Kabupaten 
Pinrang 

652.000.000,0 APBD 
Prov 

12 laporan 510.000.000,0 

3 2 01 6 105 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Maros 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Maros 

12 laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
laporan 

Kabupaten 
Maros 

356.200.000,0 APBD 
Prov 

12 laporan 310.000.000,0 

3 2 01 6 106 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Pangkep 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Pangkep 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Pangkajene 
dan 
Kepulauan 

353.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 310.000.000,0 

3 2 01 6 107 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Sidrap 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Sidrap 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Sidenreng 
Rappang 

496.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 470.000.000,0 
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3 2 01 6 108 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Tana Toraja 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Tana 
Toraja 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Tana Toraja 

290.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 280.000.000,0 

3 2 01 6 109 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Luwu Timur 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 
Timur 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
laporan 

Kabupaten 
Luwu Timur 

455.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 420.000.000,0 

3 2 01 6 110 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Soppeng 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Soppeng 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Soppeng 

390.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 350.000.000,0 

3 2 01 6 111 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Bulukumba 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Bulukumba 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Bulukumba 

398.503.680,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 300.000.000,0 

3 2 01 6 112 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Barru 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Barru 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Barru 

393.394.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 492.072.800,0 

3 2 01 6 113 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Luwu 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Luwu 

390.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 680.000.000,0 

3 2 01 6 114 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Sinjai 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Sinjai 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Sinjai 

304.333.459,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 320.000.000,0 

3 2 01 6 115 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Takalar 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Takalar 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Takalar 

300.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 350.197.691,0 
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3 2 01 6 116 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Selayar 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Selayar 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Kepulauan 
Selayar 

300.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 380.395.382,0 

3 2 01 6 117 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Toraja Utara 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Toraja 
Utara 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Toraja Utara 

300.000.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 320.000.000,0 

3 2 01 6 118 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Luwu Utara 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. Luwu 
Utara 

12 laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Luwu Utara 

360.000.000,0 APBD 
Prov 

12 laporan 360.000.000,0 

3 2 01 6 119 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Jeneponto 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Jeneponto 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Jeneponto 

550.001.136,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 629.209.236,0 

3 2 01 6 120 Penatausahaan 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
UPT Pendapatan Wil. 
Enrekang 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan UPT 
Pendapatan Wil. 
Enrekang 

12 Laporan Cakupan 
Ketersediaan 
Laporan 
Penatausahaan 

12 
Laporan 

Kabupaten 
Enrekang 

250.300.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 300.000.000,0 

3 2 01 6 121 Penerapan Elektronik 
Tilang (e-Tilang) 

Jumlah terkirimnya surat 
pemberitahuan E-Tilang 

6000 Surat Peningkatan 
manajemen 
pelayanan yang 
baik dan lancar 

100 % Kota 
Makassar 

60.000.000,0 APBD 
Prov 

10000 
Surat 

72.000.000,0 

3 2 01 50   PROGRAM 
PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

% Pemenuhan 
administrasi 
perkantoran  

100 %       21.145.902.475,49 APBD 
Prov 

100 % 22.371.489.701,07 

3 2 01 50 01 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah biaya tagihan 
telepon, air dan listrik 

12 Bulan Ketersediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber daya air 
dan listrik 

4 Jenis Kota 
Makassar 

8.303.379.487,4
9 

APBD 
Prov 

12 Bulan 8.938.053.907,0
7 
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2 
 

01 50 02 Penyediaan Jasa 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Jumlah pajak kendaraan 
dinas/operasional Roda 4 
yang terbayarkan 

68 Unit Ketersediaan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 
Roda 4 

68 Unit Kota 
Makassar 

114.000.000,0 APBD 
Prov 

70 Unit 136.800.000,0 

Jumlah pajak kendaraan 
dinas/operasional Roda 2 
yang terbayarkan 

107 Unit Ketersediaan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 
Roda 2 

107 Unit 200 Unit 

3 2 01 50 03 Penyediaan Jasa 
Tenaga Non PNS 

Jumlah Jasa Tenaga 
Non PNS 

193 Orang Peningkatan 
Kesejahteraan Non 
PNS 

100 % Kota 
Makassar 

8.060.000.000,0 APBD 
Prov 

195 Orang 8.155.000.000,0 

3 2 01 50 05 Penyediaan Alat Tulis 
Kantor, Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah ATK yang 
tersedia 

60 Jenis ATK Ketersediaan Alat 
Tulis Kantor 

100 % Kota 
Makassar 

2.306.951.160,0 APBD 
Prov 

62 Jenis 
ATK 

2.300.000.000,0 

3 2 01 50 06 Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 
tersedia 

454 Unit Ketersediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

100 % Kota 
Makassar 

60.042.000,0 APBD 
Prov 

456 Unit 79.800.000,0 

3 2 01 50 08 Penyediaan Makanan 
dan Minuman 

Jumlah biaya jamuan 
makan dan minum yang 
tersedia 

4 Jenis Ketersediaan 
Makanan dan 
Minuman 

100 % Kota 
Makassar 

1.144.440.000,0 APBD 
Prov 

4 Jenis 1.373.328.000,0 

3 2 01 50 09 Pelaksanaan dan 
Keikutsertaan 
Pameran 

Jumlah Keikutsertaan 
dalam Pameran 

2 Pameran Peningkatan 
Partisipasi dalam 
Pameran 
Pembangunan 

100 % Kota 
Makassar 

450.000.000,0 APBD 
Prov 

2 Pameran 540.000.000,0 

3 
 

2 
 

01 50 10 Rapat-rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan 
Luar Daerah 

Jumlah perjalan Dinas 
Dalam Daerah 

556 Kali Peningkatan 
Jumlah 
Koordinasi/Konsult
asi Kedinasan 
dalam daerah 

438 
Orang 

Kota 
Makassar 

707.089.828,0 APBD 
Prov 

556 Kali 848.507.794,0 

Jumlah Perjalanan Dinas 
Luar Daerah 

15 Kali Peningkatan 
Jumlah 
Koordinasi/Konsult
asi Kedinasan Luar 
daerah 

27 orang 15 Kali 
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3 2 01 51   PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

% Pemenuhan 
sarana prasarana 
perkantoran  

100 %       13.805.155.600,0 APBD 
Prov 

100 % 11.644.186.720,0 

3 2 01 51 03 Pembangunan 
Gedung Kantor / 
Asrama 

Jumlah Unit gedung 
kantor/asrama yang 
dibangun 

1 Unit Ketersediaan 
gedung 
kantor/Asrama 
sesuai kebutuhan 

100 %   3.500.000.000,0 APBD 
Prov 

0 Unit 0,0 

3 2 01 51 04 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 
Kantor / Asrama 

Jumlah Unit gedung 
kantor/asrama yang 
dipelihara 

26 Unit Ketersediaan 
gedung 
kantor/asrama 
dalam kondisi baik 

100 % Kota 
Makassar 

1.365.328.400,0 APBD 
Prov 

26 Unit 1.638.394.080,0 

3 2 01 51 06 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala dan 
Penggantian Suku 
Cadang Kendaraan 
Jabatan/Dinas 

Jumlah kendaraan 
jabatan/dinas yang 
dipelihara 

173 Unit Ketersediaan 
kendaraan 
jabatan/dinas 
dalam kondisi baik 

100 % Kota 
Makassar 

1.979.827.200,0 APBD 
Prov 

175 Unit 2.375.792.640,0 

3 2 01 51 09 Pengadaan 
Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah perlengkapan 
dan peralatan gedung 
kantor yang tersedia 

468 Unit Ketersediaan 
perlengkapan dan 
peralatan gedung 
kantor sesuai 
kebutuhan 

100 % Kota 
Makassar 

5.860.000.000,0 APBD 
Prov 

470 Unit 6.200.000.000,0 

3 2 01 51 10 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah perlengkapan 
dan peralatan gedung 
kantor yang dipelihara 

1146 Unit Ketersediaan 
perlengkapan dan 
peralatan gedung 
kantor dalam 
kondisi baik 

100 % Kota 
Makassar 

850.000.000,0 APBD 
Prov 

1148 Unit 980.000.000,0 

3 
 

2 
 

01 51 012 Pemeliharaan dan 
Pengembangan 
Sistem 
Informasi/Aplikasi/We
bsite 

Jumlah Sistem 
Informasi/Aplikasi yang 
dipelihara dan 
dikembangkan 

4 Sistem 
Informasi/Aplika
si 

Ketersediaan 
Sistem 
Informasi/Aplikasi 
yang terupdate 

100 % Kota 
Makassar 

250.000.000,0 APBD 
Prov 

4 Sistem 
Informasi/Aplik
asi 

450.000.000,0 

Jumlah Berita/Informasi 
yang diposting di 
Website 

120 
Berita/Informasi 

Ketersediaan 
Berita/Informasi 
yang dibutuhkan 

100 % 120 
Berita/Informa
si 

3 2 01 52   PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERENCANAAN, 
PENGANGGARAN 
DAN EVALUASI 
KINERJA 

% Keterpenuhan 
dokumen perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan kinerja tepat 
waktu  

100 %       810.055.760,0 APBD 
Prov 

100 % 972.666.912,0 
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3 
 
 
 

2 
 
 
 

01 52 02 Penyusunan dan 
Evaluasi Dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen RKA 
dan DPA baik Pokok dan 
Perubahan yang 
tersusun 

2 Dokumen Ketersediaan Dok 
Rencana Anggaran 
PD Pokok dan 
Perubahan 

2 
Dokumen 

Kota 
Makassar 

540.995.760,0 APBD 
Prov 

2 Dokumen 649.194.912,0 

Jumlah Dokumen Renja 
dan Perubahan Renja 
yang disusun dan 
ditetapkan 

2 Dokumen Ketersediaan Dok 
Rencana 1 
Tahunan 

2 
Dokumen 

2 Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Renstra PD yang disusun 
dan ditetapkan 

0 Dokumen Ketersediaan Dok 
Rencana 5 
Tahunan 

0 
Dokumen 

1 Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Evaluasi PD yang 
tersusun dan dilaporkan 

4 Dokumen Ketersediaan 
Dokumen Evaluasi 
PD setiap Triwulan 

4 
Dokumen 

4 Dokumen 

3 
 

2 
 

01 52 04 Pengumpulan dan 
Publikasi Data dan 
Informasi OPD 

Jumlah Laporan Data 
dan Informasi yang 
dikumpulkan 

34 Laporan Ketersediaan Data 
dan Informasi yang 
dibutuhkan 

100 % Kota 
Makassar 

130.000.000,0 APBD 
Prov 

34 Laporan 156.000.000,0 

Jumlah Data dan 
Informasi yang 
terpublikasi 

4 Jenis Ketersediaan Data 
dan Informasi yang 
dipublikasikan 

4 % 4 Jenis 

3 2 01 52 05 Penyusunan dan 
Pengelolaan 
Administrasi 
Keuangan 

Jumlah Laporan 
Administrasi Keuangan 

12 Laporan Ketersediaan 
Laporan 
Administrasi 
Keuangan PD 

100 % Kota 
Makassar 

103.560.000,0 APBD 
Prov 

12 Laporan 124.272.000,0 

3 2 01 52 06 Penyusunan 
Pelaporan Keuangan 
Semesteran dan Akhir 
Tahun 

Jumlah laporan 
keuangan semesteran 
dan akhir tahun yang 
disusun 

2 Laporan Ketersediaan 
Laporan keuangan 
semesteran dan 
akhir tahun 

100 % Kota 
Makassar 

24.500.000,0 APBD 
Prov 

2 Laporan 30.000.000,0 

3 2 01 52 07 Penyusunan 
Pelaporan Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah laporan 
prognosis realisasi 
anggaran yang disusun 

1 Laporan Ketersediaan 
laporan prognosis 
realisasi keuangan 

100 % Kota 
Makassar 

11.000.000,0 APBD 
Prov 

1 Laporan 13.200.000,0 

3 2 01 53   PROGRAM 
PENINGKATAN 
DISIPLIN DAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
APARATUR 

% ASN berkinerja 
sangat baik  

100 %       1.785.300.000,0 APBD 
Prov 

100 % 1.940.000.000,0 
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3 
 

2 
 

01 53 01 Penyusunan dan 
Pengelolaan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Aparat OPD yang 
kelola administrasi 
kepegawaiannya 

462 Orang Ketersediaan 
Administrasi 
Kepegawaian 
aparat OPD 

100 % Kota 
Makassar 

30.000.000,0 APBD 
Prov 

464 Orang 36.000.000,0 

Jumlah laporan 
administrasi 
kepegawaian yang 
disusun 

12 Laporan Ketersediaan 
laporan 
administrasi 
kepegawaian 

100 % 12 Laporan 

3 2 01 53 02 Pengadaan Pakaian 
Dinas dan Pakaian 
KORPRI Beserta 
Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian Dinas 
dan Pakaian KORPRI 
Beserta 
Perlengkapannya yang 
tersedia 

953 Pasang Ketersediaan 
Pakaian Dinas dan 
Pakaian KORPRI 
beserta 
Perlengkapannya 
sesuai kebutuhan 

100 % Kota 
Makassar 

850.300.000,0 APBD 
Prov 

955 Pasang 875.000.000,0 

3 2 01 53 03 Pengadaan Pakaian 
Dinas Lapangan dan 
Pakaian Khusus Hari-
hari tertentu 

Jumlah Pakaian Dinas 
Lapangan dan Pakaian 
Khusus Hari-hari tertentu 
yang tersedia 

1046 Pasang Ketersediaan 
Pakaian Dinas 
Lapangan dan 
Pakaian Khusus 
hari-hari tertentu 
sesuai kebutuhan 

100 % Kota 
Makassar 

840.000.000,0 APBD 
Prov 

1046 
Pasang 

951.000.000,0 

3 2 01 53 08 Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah peserta 
sosialisasi peraturan 
perundang-undangan 

150 Orang Peningkatan 
Jumlah aparat 
yang memahami 
peraturan 
perundang-
undangan 

150 
Orang 

Kota 
Makassar 

65.000.000,0 APBD 
Prov 

150 Orang 78.000.000,0 

JUMLAH 55.232.298.750,49     56.908.801.610,07 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
 

Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 berdasarkan tugas dan 

fungsinya selaku pengelola pendapatan daerah menargetkan penerimaan 

Angaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 

Rp10.399.764.458.913,00 dan selaku Organisasi Perangkat Daerah Badan 

Pendapatan Daerah menargetkan pendapatan yang di kelola langsung 

sebesar Rp 4,131,803,741,338.00 

 

Tabel 26 

Target Pendapatan Daerah Bapenda Tahun 2020 

NO PENDAPATAN Target TA. 2020 

A. PAJAK DAERAH  3,849,150,026,481.00  

1 PKB 1,443,000,000,000.00  

2 BBNKB  1,050,715,000,000.00  

3 PBBKB 680,000,000,000.00  

4 AP 95,000,000,000.00  

5 PAJAK ROKOK 580,435,026,481.00  

B. HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 132,334,391,887.00  

1 LABA PERUSDA 409,028,750.00  

2 BANK SULSEL 130,033,894,340.00  

3 PT. KIMA 992,907,250.00  

4 PT. GMTD 290,400,000.00  

5 PT. ASKRIDA 608,161,547.00  

C PAD LAIN LAIN YANG SAH 144,478,322,970.00  

1 JASA GIRO 50,700,000,000.00  

2 DENDA PAJAK 93,418,151,370.00  

  
1.DENDA PKB 86,267,092,645.00  

2.DENDA BBNKB 7,151,058,725.00  

3 PENDAPATAN DARI SEWA BARANG MILIK DAERAH 360,171,600.00  

D PAD LAIN LAIN YANG SAH 5,841,000,000.00  

1 PENDAPATAN HIBAH 5,841,000,000.00  

  1. JASA RAHARJA 4,116,000,000.00  

  2. PELINDO 225,000,000.00  

  3. TONASA 1,500,000,000.00  

TOTAL PENDAPATAN 4,131,803,741,338.00  
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Dari table 26 menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah 

memberikan konstribusi yang terbesar dalam penerimaan pendapatan 

daerah dari total pendapatan daerah bagi Provinsi Sulawesi Selatan. 

Belanja Daerah pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah 

Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 197.152.607.229,00 yang bersumber dari 

APBD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja 

Langsung.  

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai tahun 

anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp 151.024.007.229,00, yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 27 

Anggaaran Belanaja Tidak langsung Bapenda Tahun 2020 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN  ANGGARAN  TAHUN  2020  

A BELANJA TIDAK LANGSUNG        151,024,007,229.00  

  Belanja Pegawai        151,024,007,229.00  

  Gaji dan Tunjangan          34,261,353,956.00  

  Tambahan Penghasilan PNS          17,584,920,000.00  

  Insentif Pemungutan Pajak Daerah          99,177,733,273.00  

 

Dari table 27 terlihat bahwa belanja tidak langsung terdiri dari gaji dan 

tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan insentif pemungutan pajak 

daerah. 

Dalam rangka pencapaian penerimaaan di tahun 2020 Badan 

Pendapatan Daerah di tunjang dengan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada 25 UPT Pendapatan se Sulawesi Selatan serta Sekretariat 

dan Bidang-bidang di Kantor Pusat, 

Badan Pendapatan Daerah mengelola 6 program di tahun 2020, yaitu 

sebagai berikut : 

1.   Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak 

Daerah. 

2.   Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pandapatan Daerah. 

3.   Pelayanan Administrasi Perkantoran. 
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4.  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

5.  Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja. 

6. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Untuk mewujudkan capaian ke 6 (enam) program tersebut yang 

diuraikan dalam 115 (seratus lima belas) kegiatan, maka Badan Pendapatan 

Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas 

Pelayanan Pajak Daerah 

Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas 

Pelayanan Pajak Daerah tahun 2020 dianggarkan sebesar 

Rp434.800.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan untuk meningkatkan 

dan mengevaluasi layanan-layanan bagi masyarakat wajib pajak demi 

mempermudah pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan 

bermotor, kegiatan program dapat dilihat pada table 28 berikut.  

Tabel 28 

Anggaran Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas 

Pelayanan Pajak Daerah Bapenda Tahun 2020 
 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  

TAHUN  2020  

I Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas 

Pelayanan Pajak Daerah 

 434,800,000.00  

1 Jasa Sms Broadcast Kepada Wajib Pajak      64,800,000.00  

2 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan Unggulan Samsat 110,000,000.00  

3 Peningkatan dan Pengembangan Layanan Unggulan Samsat 

Prov.sulsel 

    260,000,000.00  

 

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pandapatan 

Daerah 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pandapatan 

Daerah tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah mengalokasikan 

anggaran sebesar Rp 16.636.435.060,00 yang terurai dalam 94 (Sembilan 

puluh empat) kegiatan, dimana program ini merupakan upaya Badan 

Pendapatan Daerah dalam mencapai target pendapatan yang 

ditetapkan diantaranya dengan kegiatan pendataan (door to door) dan 
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penertiban kepada wajib pajak yang telah habis masa pajaknya serta 

kegiatan peningkatan pengelolaan daerah.  

Tabel 29 

Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Bapenda Tahun 2020 
 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  TAHUN  

2020  

II Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah 

 16,636,435,060.00  

1 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil Makassar I Selatan 

             70,050,000.00  

2 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil Makassar II Utara  

               56,000,000.00  

3 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Parepare 

               52,410,000.00  

4 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Palopo 

               46,000,000.00  

5 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Bone 

               77,000,000.00  

6 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Wajo 

               51,700,000.00  

7 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Bantaeng 

                57,800,000.00  

8 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Gowa 

               74,716,000.00  

9 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Pinrang 

                63,300,000.00  

10 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Maros 

                60,600,000.00  

11 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Pangkep 

                27,300,000.00  

12 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Sidrap 

                35,120,000.00  

13 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Tana Toraja 

                40,300,000.00  

14 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Luwu Timur 

                50,400,000.00  

15 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Soppeng 

                41,500,000.00  

16 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Bulukumba 

                42,250,000.00  

17 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Barru 

                53,000,000.00  

18 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Luwu 

                56,600,000.00  

19 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Sinjai 

                53,000,000.00  

20 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Takalar 

                61,800,000.00  

21 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Selayar 

                26,650,000.00  
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NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  TAHUN  

2020  

22 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Toraja Utara 

                53,000,000.00  

23 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Luwu Utara 

                65,355,000.00  

24 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Jeneponto 

                63,150,000.00  

25 Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan 

Wil. Enrekang 

                63,300,000.00  

26 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil.  

Makassar I  Selatan 

             174,050,000.00  

27 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. 

Makassar II Utara 

                65,900,000.00  

28 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. 

Parepare 

                54,500,000.00  

29 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Palopo                 54,500,000.00  

30 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Bone                 63,450,000.00  

31 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Wajo                 50,000,000.00  

32 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. 

Bantaeng 

                44,200,000.00  

33 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Gowa                 65,100,000.00  

34 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Pinrang                 54,800,000.00  

35 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Maros                 54,500,000.00  

36 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. 

Pangkep 

                51,500,000.00  

37 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Sidrap                 66,000,000.00  

38 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Tana 

Toraja 

                43,000,000.00  

39 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Luwu 

Timur 

                41,260,000.00  

40 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. 

Soppeng 

                43,000,000.00  

41 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. 

Bulukumba 

                53,558,000.00  

42 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Barru                 43,000,000.00  

43 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Luwu                 44,800,000.00  

44 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Sinjai                 43,000,000.00  

45 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Takalar                 52,400,000.00  

46 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Selayar                 31,950,000.00  

47 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Toraja 

Utara 

                41,950,000.00  

48 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. Luwu 

Utara 

                50,320,000.00  

49 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. 

Jeneponto 

                45,520,000.00  

50 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wil. 

Enrekang 

                34,000,000.00  

51 Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan              103,500,000.00  

52 Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/objek 

Pajak 

                43,800,000.00  
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NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  TAHUN  

2020  

53 Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan 

Pendapatan Daerah 

             369,500,000.00  

54 Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran 

Ulang 

                52,100,000.00  

55 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan              105,500,000.00  

56 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah              130,000,000.00  

57 Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok              107,000,000.00  

58 Pemutakhiran Data Base Objek Dan Subjek Pajak Daerah                 60,000,000.00  

59 Penyusunan dan Sosialisasi Njkb               188,550,000.00  

60 Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah              113,250,000.00  

61 Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan Dan 

PBBKB 

             126,300,000.00  

62 Peningkatan Pengelolaan PKB Dan BBNKB              527,050,000.00  

63 Evaluasi Dan Monitoring Retribusi Daerah Dan PADL                 92,300,000.00  

64 Evaluasi Penerimaan PAD Pada UPT Bapenda                 54,800,000.00  

65 Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan               138,800,000.00  

66 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional                 54,150,000.00  

67 Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan 

Bidang Pendapatan Daerah 

             181,000,000.00  

68 Peningkatan Kapasitas Sdm Operator Sistem dan Operator Data                   3,000,000.00  

69 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Makassar I Selatan 

             650,719,700.00  

70 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Makassar II Utara 

             396,681,500.00  

71 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Parepare 

              303,686,100.00  

72 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Palopo 

              796,028,100.00  

73 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Bone 

              335,354,800.00  

74 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Wajo 

              357,223,500.00  

75 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Bantaeng 

              493,890,400.00  

76 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Gowa 

              553,404,700.00  

77 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Pinrang 

              609,308,700.00  

78 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Maros 

             510,248,660.00  

79 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Pangkep 

             497,729,700.00  

80 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Sidrap 

              380,548,500.00  

81 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Tana Toraja 

              276,011,500.00  

82 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Luwu Timur 

              400,438,700.00  

83 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Soppeng 

              296,078,500.00  
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NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  TAHUN  

2020  

84 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Bulukumba 

              542,614,500.00  

85 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Barru 

              532,899,000.00  

86 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Luwu 

              424,835,000.00  

87 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Sinjai 

              512,303,500.00  

88 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Takalar 

             443,576,700.00  

89 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Selayar 

             253,776,600.00  

90 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Toraja Utara 

              336,176,200.00  

91 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Luwu Utara 

             755,409,000.00  

92 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Jeneponto 

             505,549,600.00  

93 Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 

Wil. Enrekang 

             262,782,900.00  

94 Penerapan Elektronik Tilang (e-tilang)                 50,000,000.00  

 

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2020 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20.500.806.610,00 yang terurai 

dalam 7 (tujuh) kegiatan program merupakan pemenuhan kebutuhan 

rutin Badan Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat, rincian program ini terlihat di table 30. 

 

Tabel 30 

Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  TAHUN  

2020  

III Program Pelayanan Administrasi Perkantoran          20,500,806,610.00  

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            6,174,154,960.00  

2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional               100,000,000.00  

3 Penyediaan Jasa Tenaga Non Pns            9,634,800,000.00  

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan            2,720,523,000.00  

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan 

Kantor 

56,395,000.00  

6 Penyediaan Makanan dan Minuman            1,116,775,000.00  

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah               698,158,650.00  
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4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2020 

dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.190.948.330,00 yang diuraikan dalam 

4 (empat) kegiatan, program ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna memenuhi 

kenyamana dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, 

kegiatan program ini dapat dilihat pada tabel 31. 

 

Tabel 31 

Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  TAHUN  

2020  

IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            7,190,948,330.00  

1 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor /Asrama               717,200,000.00  

2 Pemeliharaan Rutin/berkala dan Penggantian Suku Cadang 

Kendaraan Jabatan/dinas 

1,656,952,000.00  

3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor            4,006,926,100.00  

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor               809,870,230.00  

 

5. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja.  

Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp 887.000.000,00, 

program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyajikan data 

perencanaan, penganggaran dan evaluasi dokumen perencanaan 

serta keuangan serta kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020. 

Program ini diuraikan dalam 5 (lima) kegiatan yang terlihat pada tabel 32 

dibawah ini. 
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Tabel 32 

Anggaran Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Tahun 2020 
 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  TAHUN  

2020  

V Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja 

887,000,000.00  

1 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran Perangkat Daerah 

666,000,000.00  

2 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi Opd               128,000,000.00  

3 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan                 75,000,000.00  

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun                   9,000,000.00  

5 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran                   9,000,000.00  

 

6. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada 

tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp 478.610.000,00, program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan disiplin aparat Badan 

Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

wajib pajak. Program ini diuraikan dalam 2 (dua) kegiatan seperti yang 

terlihat pada tabel 33. 

 

Tabel 33 

Anggaran Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur Tahun 2020 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN 
 ANGGARAN  TAHUN  

2020  

VI Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur               478,610,000.00  

1 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian               453,360,000.00  

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                 25,250,000.00  
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 disusun 

berdasarkan Rencana Strategis kemudian menjadi arahan di dalam 

menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan dan selanjutnya Renja ini disusun atas dasar visi yang 

diupayakan lebih realistis dengan tetap memperhatikan potensi dan 

peluang yang dimiliki. 

Dalam Penyusunan Renja Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam hal mengatasi berbagai masalah yang mengemuka dan 

mendorong kearah upaya terciptanya perwujudan Visi dan Misi Badan 

Pendapatan Daerah dan terlebih lagi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi 

Sulawesi selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. 

Oleh karena itu, jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan untuk kerja 2020 ini bertekad melaksanakan program dan kegiatan 

sesuai kewajaran yang berdasarkan pada standar penilaian kinerja sehingga 

pada akhir tahun anggaran segala bentuk realisasi keuangan dan fisik dapat 

terserap dengan baik. 

Kami sadari bahwa nilai akhir kinerja Badan Pendapatan Daerah 

Sulawesi Selatan Tahun 2020, hanya akan dapat terwujud melalui kerja keras 

serta tetap berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas melalui kerjasama 

yang baik serta diawali dengan niat yang tulus. Insya Allah. 

             

Makassar,     Februari  2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


